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ABSTRAK 

        Skripsi yang berjudul “Analisis Penerapan Pengendalian Risiko pada produk 

kafa<lah pembiayaan surety bond di PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah 

KPS Surabaya” ini merupakan hasil penelitian kualitatif yang bertujuan untuk 

menjawab pertanyaan tentang risiko yang ada pada produk kafa<lah pembiayaan 

surety bond dan bagaimana pengendalian risiko pada produk kafa<lah pembiayaan 

surety bond di PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah KPS Surabaya. 

        Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus pada objek penelitian. 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara langsung dengan staff 

bidang operasional, staff bidang keuangan dan kepala kantor pemasaran syariah 

(KPS) Surabaya serta di dukung dengan dokumentasi yang berkaitan dengan 

penelitian. Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode analisis 

deskriptif kualitatif. 

        Hasil penelitian yang diperoleh adalah risiko yang dihadapi PT. Jaminan 

Pembiayaan Askrindo Syariah pada produk kafa<lah pembiayaan surety bond 

meliputi risiko operasional, risiko pasar, risiko klaim serta risiko gugatan. Risiko 

yang dikhawatiran oleh pihak PT.Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah 

(PT.JPAS) KPS Surabaya adalah risiko klaim, karena apabila timbul klaim maka 

akan mempengaruhi tingkat profitabilitas PT.JPAS. Pengendalian yang 

dilakukan oleh PT.JPAS KPS Surabaya yakni dengan beberapa kebijakan untuk 

menekan terjadinya kerugian meliputi penetapan limit penjaminan KPS, Analisis 

pengajuan surety bond , serta Maintenance.  

          Perlu adanya penerapan manajemen risiko berdasarkan prinsip syariah 

dimana hal selain melakukan penjaminan dan mengharap laba, penerapan prinsip 

syariah diperlukan guna saling menguntungkan antara kedua belah pihak 

(penjamin dan dijamin). 

 

Kata Kunci : Pengendalian risiko, Surety bond 
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1 

BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang, di mana salah 

satu ciri negara berkembang yakni  masih terus melakukan pembangunan 

baik fisik maupun non fisik, guna meningkatkan kinerja semua bidang 

sehingga tercapainya kesejahteraan masyarakat. Pemerintah sebagai aparatur 

negara memiliki tugas dan fungsi menyediakan sarana dan prasarana yang 

digunakan untuk menunjang kegiatan negara. 

       Menurut Adam Smith pemerintah memiliki tiga fungsi pokok yakni 

memelihara keamanan dan pertahanan negara, menyelenggarakan peradilan, 

menyediakan barang-barang yang tidak disediakan oleh pihak swasta. 

Sedangkan Menurut Richard A Musgrave ada 3 fungsi dan tujuan kebijakan 

anggaran belanja pemerintah yakni (i) fungsi alokasi yaitu fungsi pemerintah 

untuk menyediakan pemenuhan untuk kebutuhan publik, (ii) fungsi 

distribusi yaitu fungsi yang dilandasi dengan mempertimbangkan pengaruh 

sosial ekonomis, dan (iii) fungsi stabilisasi yaitu fungsi menyangkut usaha 

untuk mempertahankan kestabilan dan kebijaksanaan yang ada.
1
  

 

Dari pendapat ahli di atas dapat dilihat bahwa salah satu fungsi 

pemerintah adalah alokasi. Fungsi alokasi dari pemerintah adalah  

pemerintah memiliki fungsi menyediakan barang dan jasa bagi publik, di 

mana tidak semua barang dan jasa yang ada dapat disediakan oleh sektor 

swasta. Barang dan jasa yang tidak dapat disediakan oleh sektor swasta 

tersebut disebut barang publik. Dalam rangka menjalankan fungsi 

pemerintah sebagai penyedia barang dan jasa untuk publik, pemerintah 

                                                             
1
 Guritno Mangkoesoebroto, Ekonomi Publik (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta,2014), 59. 
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melalui departemen – departemen yang ada menjalankan fungsi tersebut 

melakukan proyek pengadaan barang atau jasa.  

Ketentuan yang mengatur tentang pengadaan barang atau jasa 

tersebut diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang 

perubahan keempat atas peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 tentang 

pengadaan barang/jasa Pemerintah.
2
 Tujuannya adalah agar pengadaan 

barang atau jasa pemerintah yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD) dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien, sehingga hasilnya 

dapat dipertanggungjawabkan baik berupa fisik maupun manfaatnya bagi 

kelancaran tugas pemerintah dan pelayanan publik. 

Proyek-proyek yang diadakan oleh pemerintah melalui departemen-

departemen pada umumnya terbagi menjadi dua yaitu proyek konstruksi dan 

proyek non konstruksi. Proyek konstruksi merupakan proyek pemerintah 

untuk membangun fasilitas-fasilitas umum, seperti pembangunan jalan tol, 

pembangunan rumah sakit dan lain sebagainya. Sedangkan proyek non 

konstruksi merupakan proyek pemerintah dalam hal pengadaan barang dan 

jasa guna menunjang operasional departemen terkait dalam rangka 

memenuhi visi misi pemerintah . 

Mengingat proyek-proyek memiliki skala kompleksitas yang cukup 

besar, sehingga menyebabkan timbulnya kekhawatiran dari pihak pemerintah 

selaku pemilik proyek apabila proyeknya tidak berjalan lancar. Misalnya 

                                                             
2 Indonesia, Peraturan Presiden Tentang perubahan keempat atas peraturan presiden nomor 54 
tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Perpres No.4 Tahun 2015. 
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pembangunan jalan diperlukan keahlian khusus serta modal yang besar dari 

kontraktor agar dapat menjalankan proyek tersebut. Dikarenakan 

menggunakan anggaran pendapatan belanja negara, maka penggunaanya 

harus memperhatikan aspek kepastian dan jaminan sehingga penggunaannya 

bisa dikatakan efektif dan efisien.  

Di Indonesia, bentuk penjaminan yang terkenal adalah Bank Garansi 

yang diterbitkan oleh Perbankan. Bank garansi diartikan sebagai pemberian 

janji secara tertulis dari bank kepada obligee untuk jangka waktu, jumlah dan 

keperluan tertentu bahwa bank akan membayar kewajiban principal apabila 

yang bersangkutan wanprestasi kepada obligee. Di negara-negara maju 

bentuk penjaminan yang dikenal selain Bank Garansi yakni surety bond. 

Surety bond di Indonesia diperkenalkan sejak tahun 1980 dengan 

keluarnya Keppres No. 14/A/1980 tanggal 14 April 1980 tentang 

pelaksanaan APBN/APBD dan bantuan luar negeri, dimana ijin penerbitan 

hanya diberikan pada PT Persero Asuransi Jasa Raharja. Selanjutnya 

dikeluarkkan surat Keputusan Menteri Keuangan No. 271/KMK.011/1980 

tanggal 7 Mei 1980 yang isinya mengenai penunjukkan 53 Lembaga 

Keuangan Bank yang dapat memberikan jaminan bank garansi dan 

perusahaan asuransi yang memberikan jaminan dalam bentuk surety bond.
3
 

Berdasarkan surat keputusan Kementerian Keuangan terbaru nomor S-

9020/PB/2015 tentang pengkinian data dan informasi daftar perusahaan 

Asuransi Umum yang dapat memasarkan produk asuransi pada lini usaha 

                                                             
3
 J. Tinggi Sianipar dan Jan Pinontoan, Surety bond Sebagai Alternatif Dari Bank Garansi, 
(Jakarta: CV.Dharmaputera, 2003),.9. 
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suretyship dan perusahaan penjaminan yang telah memperoleh izin dari 

Menteri Keuangan atau dari OJK  per tanggal 13 oktober 2015, terdapat 50 

perusahaan Asuransi umum yang dapat memasarkan surety bond konstruksi 

dan 44 perusahaan Asuransi umum yang dapat memasarkan produk surety 

bond non konstruksi, untuk perusahaan penjaminan yang dapat melakukan 

produk surety bond konstruksi dan non konstruksi sebanyak 21 perusahaan 

penjaminan, dan 2 konsorsium penjaminan yang dapat memasarkan produk 

surety bond konstruksi.
4
 

Keberadaan surety bond ini memberikan akses yang lebih besar 

kepada kontraktor-kontraktor yang tidak memiliki modal begitu besar untuk 

berperan serta dalam proyek-proyek pemerintah yang bernilai besar. Hal ini 

sekaligus juga menciptakan iklim persaingan yang sehat diantara kontraktor-

kontraktor itu sendiri dan juga mencegah terjadinya iklim persaingan yang 

tidak sehat seperti monopoli yang mungkin dilakukan oleh principal/ 

kontraktor yang memiliki modal besar. 

PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah merupakan lembaga 

penjaminan dimana memiliki tugas untuk sharing risk dengan perusahaan 

atau lembaga keuangan syariah lainnya. Sehingga PT. Jaminan Pembiayaan 

Askrindo syariah membantu lembaga keuangan syariah untuk mengurangi 

risiko yang ditanggung. Sesuai dengan surah Al-Maidah ayat 2 

قْوَى  ثِْْ وَالْعُدْوَنِ  وَتَ عَاوَنُ وْأعَلَى الْبِِّوَالت َّ  وَلََتَ عَاوَنُ وْاعَلَى الِْْ

                                                             
4
OJK, Perusahaan suretyship dalam www.ojk.co.id /perusahaan suretyship pada tanggal 7 April 

2017  

http://www.ojk.co.id/
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 ‚Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 

taqwa, dan janganlah tolong-menolong dalam (mengerjakan) dosa dan 

pelanggaran.‛(QS. Al-Maidah:2)
5
 

 

        Operasional penjaminan kafa>lah pembiayaan surety bond tahapannya 

hampir sama dengan penjaminan pada kafa>lah pembiayaan bank garansi. Hal 

yang membedakan yakni pihak principal pada produk kafa>lah pembiayaan 

surety bond langsung datang kepada surety company sedangkan kafa>lah 

pembiayaan bank garansi principal melakukan pembaiayaan kepada bank 

kemudian pihak bank menjaminkan kepada surety company.  

        Pada dasarnya sifat penjaminan surety bond dan bank garansi memiliki 

perbedaan, dimana untuk penjaminan bank garansi secara konvensional 

bersifat unconditional (tak bersyarat) sedangkan surety bond penjaminan 

bersifat conditional (bersyarat). Namun praktik di lapangan, penjaminan 

yang dilakukan pada surety bond  bersifat unconditional . Perbedaan 

penjaminan unconditional dan conditional terletak prosedur dan ketentuan 

lainnya.  Perusahaan penjaminan yang memiliki produk surety bond memilih 

unconditional karena prosedur pelaksanaannya yang singkat berbeda dengan 

unconditional.  

Risiko - risiko yang mungkin terjadi pada produk surety bond adalah 

risiko spekulatif sehingga menyebabkan kelalaian atau ketidakmampuan 

pihak principal dalam melaksanakan atau menyelesaikan proyek
6
. Salah satu 

risikonya adalah waktu atau tanggal proyek yang diajukan tidak sesuai 

                                                             
5 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an , Terjemah dan Tafsir untuk Wanita, (Jakarta: Jabal, 2010), 

106. 
6
 Dimas Abimanyu, Bagian Operasional PT. JPAS KPS Surabaya,Wawancara, Surabaya, 5 April 

2017. 
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dengan tanggal atau waktu pelaksanaan, selain itu kelengkapan dokumen 

penting untuk persyaratan administrasi juga terkadang masih belum bisa 

dipenuhi. Risiko lain yang mungkin terjadi yakni wanprestasi, dimana untuk 

produk surety bond biasanya dicover 100% dari pihak surety (perusahaan 

penerbit suretyship).  

Melihat risiko-risiko yang masih mungkin terjadi maka perlu adanya 

manajemen risiko, dimana dalam manajemen risiko selain meliputi aktivitas 

pengembangan perangkat, alat, dan teknik dalam pengelolaan risiko, juga 

merupakan suatu proses manajemen secara umum memiliki siklus 

perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan pengendalian, serta tindakan 

korektif. Sebagai suatu proses manajemen, dalam proses manajemen risiko 

terbagi menjadi dua kelompok aktivitas, yaitu manajemen risiko dan 

pengendalian risiko.
7
 Manajemen risiko bertujuan memaksimalkan 

pendapatan atau keuntungan sambil meminimumkan tingkat risiko yang 

dihadapi dengan faktor pembatas tingkat modal yang tersedia. Sedangkan 

pengendalian risiko adalah proses independen untuk mengidentifikasi, 

mengukur, mengantisipasi, dan melaporkan : tingkat risiko yang dihadapi, 

keuntungan/pendapatan, dan modal yang digunakan.
8
 

Dalam konsep Islam keberhasilan sebuah usaha tidak dilihat dari 

berapa banyak laba yang dihasilkan. Sama halnya dengan surah Al- Maidah 

ayat 2 diatas tujuan dari usaha adalah saling tolong menolong sehingga 

                                                             
7 Tariqullah Khan dan Habib Ahmed, Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta: 

Bumi Aksara, 2008), 89. 
8
 Veithzal Rivai, & Arviyan Arifin, Islamic Banking : sebuah teori, konsep, dan aplikasi, (Jakarta: 

Bumi Aksara, 2010), 953. 
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menguntunngkan satu sama lain.  dalam hal ini apabila diterapkan sifat 

penjaminan yang di terapkan dalam produk kafa>lah pembiayaan surety bond 

yang bersifat unconditional masih belum mencerminkan konsep syariah hal 

ini dikarenakan apabila menerapkan konsep unconditional maka biasanya 

menerapkan prinsip penalti bukan ganti rugi. Prinsip tersebut cenderung 

menguntungkan pihak obligee. Penjaminan bersifat conditional  akan lebih 

fair apabila diterapkan, dimana akan menguntungkan pihak principal 

maupun pihak obligee. 

Secara operasional PT. JPAS KPS Surabaya masih menggunakan 

cara penjaminan produk kafa>lah pembiayaan surety bond sama halnya 

dengan perusahaan Asuransi lainnnya yang membedakan mungkin pada rate 

ujroh yang berlaku. Hal ini tentu akan berbeda dengan konsep manajemen 

risiko Islam yang tidak hanya mengedepankan salah satu pihak saja. Dalam 

mengendalikan risiko yang ada pada produk Kafa>lah Pembiayaan Surety 

Bond  PT. JPAS KPS Surabaya selaku kantor cabang hanya melaksanakan 

sesuai ketentuan dari kantor pusat. Karena PT. Jaminan Pembiayaan 

Askrindo Syariah masih merupakan anak perusahan dari PT. Askrindo maka 

kebijakan perusahaan juga masih terpengaruh dengan induk perusahaan.   

Kebijakan perusahaan sangat berpengaruh dalam pengendalian risiko 

produk surety bond ini, karena apabila perusahaan tersebut menerapkan 

kebijakan yang ketat dalam hal administrasi atau tahap analisis maka 

kemungkinan terjadi risiko bisa diminimalkan. Selain itu dengan adanya 
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manajemen risiko yang profesional dapat berpengaruh pada tingkat 

keuntungan perusahaan tersebut. 

Berdasarkan uraian tersebut, nampak begitu kompleks kemungkinan 

risiko yang membutuhkan pengendalian risiko yang profesional dan sesuai 

dengan perspektif syariah. Atas dasar tersebut, penelitian sangat penting 

dilakukan mengenai pengendalian risiko pada produk kafa>lah pembiayaan 

surety bond di PT. JPAS KPS Surabaya apakah sudah sesuai dengan teori 

yang telah ada. Oleh karena itu peneliti mengambil judul ‚ Analisis 

Penerapan Pengendalian Risiko pada Produk Kafa<lah Pembiayaan Surety 

Bond di PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah KPS Surabaya‛. 

 

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka identifikasi masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Belum adanya kepastian hukum mengenai surety bond  

b. Minimnya pengetahuan masyarakat atau perusahaan terhadap produk 

surety bond 

c. Operasional penjaminan Surety bond yang masih belum sesuai 

dengan ketentuan penjaminan Surety Bond . 

d. Masih minimnya perhatian terhadap risiko-risiko produk kafa<lah 

pembiayaan surety bond di PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo 

Syariah KPS Surabaya. 
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e. Pengendalian risiko yang ada pada produk kafa<lah pembiayaan surety 

bond . 

 

 

2. Batasan permasalahan 

Dari identifikasi masalah  diatas, mengingat keterbatasan waktu 

dan kemampuan penneliti sekaligus untuk mempermudah penelitian ini 

maka peneliti membatasi ruang lingkup bahasan yang meliputi : 

a. Risiko-risiko produk kafa<lah pembiayaan surety bond di PT. Jaminan 

Pembiayaan Askrindo Syariah KPS Surabaya. 

b. Penerapan pengendalian risiko pada produk kafa<lah pembiayaan 

surety bond di PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah KPS 

Surabaya. 

 
 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah yang ada, maka masalah pokok yang 

dapat diangkat sebagai rumusan masalah adalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana risiko-risiko pada kafa<lah pembiayaan Surety bond yang ada 

di PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah KPS Surabaya? 

2. Bagaimana Penerapan Pengendalian Risiko pada produk kafa<lah 

pembiayaan Surety bond di PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah 

KPS Surabaya? 
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D. Kajian Pustaka 

Untuk menghindari penelitian dengan objek yang sama, maka diperlukan 

kajian terhadap kajian-kajian terdahulu. Terdapat beberapa penelitian yang 

dilakukan baik oleh praktisi ataupun oleh mahasiswa mengenai fenomena 

yang berkaitan dengan penelitian. Dibawah ini terdapat beberapa penelitian 

berhubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis pada saat ini, 

yaitu : 

1. Tesis Beni Surya (2015) yang berjudul ‚Eksistensi Surety bond dalam 

Lembaga Jaminan Asuransi di Indonesia‛.
9
 Penelitian ini membahas 

mengenai eksistensi surety bond dalam lembaga asuransi di Indonesia. 

Selain itu dalam penelitian ini juga menjelaskan mekanisme surety bond 

yang ada di Asuransi pada umumnya, dasar hukum penerbitan surety 

bond, serta perjanjian penjaminan surety bond. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis susun 

adalah ruang lingkup bahasan yakni mengenai surety bond, akan tetapi 

penelitian yang penulis lakukan lebih mefokuskan kepada manajemen 

risiko dari produk surety bond. Sedangkan pada penelitian ini lebih 

memfokuskan tentang dasar hukum dan mekanisme surety bond secara 

umum. 

2. Tesis Uyung Adithia (2012) yang berjudul ‚Surety bond sebagai 

Alternatif Jaminan dalam Pembangunan Infrastruktur di Indonesia‛. 

Penelitian ini berisi mengenai surety bond baik landasan hukumnya, 

                                                             
9
 Beni Surya, ‚Surety bond sebagai Alternatif Jaminan dalam Pembangunan Infrastruktur di 

Indonesia‛, Jurnal Pasca Vol III No 2 Revisi 5 Desember 2015. 
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mekanisme serta membahas mengenai persamaan dan perbedaan bank 

garansi dengan surety bond . kesimpulan dari penelitian ini adalah surety 

bond dapat digunakan sebagai alternatif jaminan selain bank garansi 

dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia.
10

 

Kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan 

adalah memiliki ruang lingkup pembahasan yang sama yakni produk 

surety bond. Meskipun demikian, penelitian ini lebih memfokuskan pada 

surety bond yang dapat dijadikan sebagai alternatif jaminan 

pembangunan infrastruktur selain bank garansi. Sedangkan penelitian 

penyusun memfokuskan pada penerapan pengendalian risiko pada produk 

kafa<lah pembiayaan surety bond.  

3. Penelitian Haerun Inayah (2006) yang berjudul ‚Pelaksanaan 

Penyelesaian Klaim dan Subrogasi atas Klaim Yang Telah Dibayarkan 

Oleh Perusahaan Surety Dalam Perjanjian Surety bond Di PT. Jasaraharja 

Putera Cabang Mataram‛.
11

 Penelitian ini membahas mengenai surety 

bond di PT. Jasaraharja Putera Cabang Mataram, prosedur pengajuan 

klaim dan pelaksanaan subrogasi dalam perjanjian surety bond. Penelitian 

ini menggunakan metode pendekatan secara yuridis empiris yaitu cara 

atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan 

                                                             
10

Uyung Adithia, ‚Surety bond sebagai Alternatif Jaminan dalam Pembangunan Infrastruktur di 

Indonesia‛ (Tesis—Universitas Indonesia, 2012) dalam 

http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20301908-T%2030540-Surety%20bond-full%20text.pdf 

diakses pada 29 April 2017 
11 Haerun Inayah, ‚Pelaksanaan Penyelesaian Klaim dan Subrogasi atas Klaim Yang Telah 

Dibayarkan Oleh Perusahaan Surety Dalam Perjanjian Surety bond Di PT. Jasaraharja Putera 

Cabang Mataram‛(Tesis—Universitas Diponegoro, 2006) dalam http://eprints.undip.ac.id/15608/ 

diakses pada 29 April 2017 

http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20301908-T%2030540-Surety%20bond-full%20text.pdf
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terlebih dahulu meneliti data sekunder yang ada kemudian dilanjutkan 

dengan penelitian data primer dilapangan. Hasil dari penelitian ini 

diketahui bahwa pelaksanaan penyelesaian klaim dimulai dengan tahap 

pengejuan prosedur klaim oleh obligee kepada perusahaan surety, adapun 

penyelesaian klaim lebih banyak dilakukan dengan cara pembayaran yang 

ditempuh dengan mentransfer ke rekening yang ditunjuk oleh obligee. 

Hambatan yang dihadapi oleh perusahaan surety dalam pelaksanaan 

subrogasi atau recovery dalam perjanjian surety bond adalah 

ketidakmampuan principal secara keuangan mengakibatkan dibutuhkan 

waktu yang lama dan tidak optimalnya hasil diperoleh perusahaan surety 

dalam subrogasi atau recovery, untuk mengatasi hambatan tersebut 

perusahaan surety bersikap kooperatif dan memberikan kelonggaran 

kepada principal untuk membayar secara mencicil dengan jangka waktu 

yang tidak terbatas sesuai kemamuannya. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada 

ruang lingkup pembahasan yakni produk surety bond, dimana salah satu 

risiko dalam surety bond adalah wanprestasi sehingga menyebabkan 

terjadinya klaim. Dalam penelitian ini juga membahas mengenai 

penyebab terjadinya klaim dalam pelaksanaan surety bond sehingga dapat 

dijadikan sebagai salah satu acuan dalam penelitian penulis. 

4. Penelitian Yenni Puji Lestari yang berjudul ‚Tinjauan Hukum Islam 

terhadap perjanjian penjaminan syariah pada PT. Jaminan Pembiayaan 
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Askrindo Syariah Cabang Yogyakarta‛.
12

 Penelitian ini membahas 

mengenai perjanjian penjaminan syariah di PT. Jaminan Pembiayaan 

Askrindo Syariah Cabang Yogyakarta ditinjau dari hukum islam. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah Subjek 

penelitian yakni PT. Jaminan Pembiayaan Aksrindo Syariah, akan tetapi 

dengan kps atau cabang yang berbeda, dimana penelitian ini subjek 

penilitian di cabang yogyakarta sedangkan penelitian penulis di cabang 

surabaya. Perbedaan lainnya yakni pada ruang lingkup penelitian, dimana 

penellitian penulis berkaitan mengenai penegndalian risiko produk 

kafa<lah pembiayaan surety bond sedangkan penelitian ini meneliti 

mengenai perjanjian penjaminan di PT. Jaminan Pembiayaan Aksrindo 

Syariah ditinjau dari hukum islam. 

5. Penelitian Apwiddhal (2008) yang berjudul ‚Pengalihan Resiko Proyek 

Konstruksi  Pada Perusahaan Asuransi Di Indonesia‛. Penelitian ini 

membahas mengenai pengalihan risiko proyek konstruksi pada asuransi.  

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah ruang 

lingkup bahasan yakni mengenai manajemen risiko. Perbedaan penelitian 

ini dengan penelitian penulis adalah fokus penelitiannya. Fokus penelitian 

ini pada cara pengalihan risiko yang mungkin diderita oleh kontraktor 

kepada pihak asuransi sehingga pihak kontraktor mengalihkan atau 

mengurangi tanggungjawab kerugian yang diakibatkan oleh timbulnya 

                                                             
12 Yenni Puji Lestari, ‚Tinjauan Hukum Islam terhadap perjanjian penjaminan syariah pada PT. 

Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Cabang Yogyakarta‛ (Skripsi—UIN Sunan Kali Jaga 

Yogyakarta) dalam http://digilib.uin-suka.ac.id/23617/ diakses pada 15 April 2017 

http://digilib.uin-suka.ac.id/23617/
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suatu risiko dengan memindahkan tanggung jawab kepada perusahaan 

Asuransi. Sedangkan penelitian penulis memfokuskan mengenai cara 

pengendalian risiko yang dilakukan oleh pihak asuransi khususnya 

PT.Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah KPS Surabaya.   

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui produk kafa<lah pembiayaan surety bond dan risiko-risiko 

dari produk kafa<lah pembiayaan surety bond di PT. Jaminan 

Pembiayaan Askrindo Syariah KPS Surabaya. 

2. Mengetahui pengendalian risiko pada produk kafa<lah pembiayaan 

surety bond di PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah KPS 

Surabaya. 

 

 

F. Kegunaan Hasil penelitian 

1. Secara Teoritis 

a. Dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya 

mengenai produk surety bond dan lembaga penjaminan pembiayaan 

syariah. 

b. Dalam rangka pengembangan ilmiah yang terkait dengan 

pengendalian risiko. 
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2. Secara Praktis 

a. Bagi Penulis 

Sebagai bahan informasi dan tambahan pengalaman bagi peneliti 

guna menambah dan memperluas pengetahuan tentang pengendalian 

risiko, surety bond serta tentang lembaga penjaminan pembiayaan 

syariah. 

b. Bagi Lembaga 

Sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan, guna 

meningkatkan kinerja penjaminan pembiayaan syariah . 

 

 

G. Definisi Operasional 

Penelitian ini mengangkat judul ‚Analisis Penerapan Pengendalian Risiko 

pada Produk Kafa<lah Pembiayaan Surety bond di PT. Jaminan Pembiayaan 

Askrindo Syariah KPS Surabaya ‚, maka perlu adanya penjelasan terhadap 

istilah-istilah yang penulis gunakan dalam penulisan penelitian ini, guna 

mempermudah pemahaman penelitian ini dan menghindari agar tidak terjadi 

kesalahan penfsiran. Definisi operasional dalam penulisan penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Pengendalian Risiko  

Adalah proses independen untuk mengidentifikasi, mengukur, 

mengantisipasi, dan melaporkan : tingkat risiko yang dihadapi, 

keuntungan/pendapatan, dan modal yang digunakan. Pengendalian risiko 

meliputi teknik yang mencegah kerugian dari terjadinya kerugian atau 

mengurangi kehebatan dari kerugian.  
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2. Produk Kafa<lah Pembiayaan 

Produk kafa<lah pembiayaan adalah nama produk dari PT. Jaminan 

Pembiayaan Askrindo Syariah, dimana operasional dari PT. Jaminan 

Pembiayaan Askrindo Syariah menggunakan akad kafa<lah (penjaminan). 

Berikut produk kafa<lah pembiayaan yang ada di PT. Jaminan 

Pembiayaan Askrindo Syariah yakni kafa<lah pembiayaan mikro, kafa<lah 

pembiayaan anjak piutang, kafa<lah pembiayaan surety bond, kafa<lah 

pembiayaan bank garansi, kafa<lah pembiayaan pemilikan rumah, kafa<lah 

pembiayaan transaksi perdagangan, kafa<lah pembiayaan pensiunan. 

Maksud dari kafa<lah pembiayaan disini adalah penjaminan yang 

dilakukan oleh PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah selaku pihak 

penjamin yang bekerja sama dengan pihak lembaga keuangan syariah 

baik bank maupun non bank dalam menjamin pembiayaan yang 

dilakukan oleh nasabah dari lembaga keuangan syariah baik bank 

maupun non bank tersebut. Dalam penelitian ini produk kafa<lah 

pembiayaan yang lebih di dalami adalah produk kafa<lah pembiayaan 

surety bond. Produk kafa<lah pembiayaan surety bond ini adalah produk 

penjaminan yang dilakukan oleh PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo 

Syariah selaku kafil kepada pihak kontaktor atau pelaksana proyek 

(makful lahu) untuk kepentingan obligee atau pemilik proyek (makful 

‘anhu). 
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3. Surety bond  

Surety bond adalah bentuk perjanjian antara dua belah pihak yaitu 

antara pemberi jaminan (surety) yakni perusahaan asuransi yang 

memberikan jaminan untuk pihak kontraktor atau pelaksana proyek 

(principal)13
 untuk kepentingan proyek (Obligee)

14
. Di PT. Jaminan 

Pembiayaan Askrindo Syariah KPS Surabaya produk surety bond 

dikenal dengan Kafa<lah pembiayaan Surety bond, dimana produk ini 

merupakan produk penjaminan pembiayaan syariah yang dirancang 

untuk memberikan jaminan atas kemampuan principal dalam 

melaksanakan kewajibannya sesuai perjanjian pokok antara principal 

dan obligee.
15

 

 

 

H. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Metode Penelitian yang penulis gunakan adalah kualitatif. 

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar ilmiah 

dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi.
16

Dengan demikian 

bisa disimpulkan, metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang 

                                                             
13 Principal didefinisikan sebagai pihak yang menerima pekerjaan dari obligee untuk 

dilaksanakannya seperti yang tertuang dalam suatu perjanjian pokok tersebut. 

14
 Obligee didefinisikan sebagai pihak yang memeberikan pekerjaan kepada principal. Hal ini 

dituangkan dalam suatu perjanjian yang disebut perjanjian pokok/kontrak kerja (underlying 

contract ). 
15 Company Profile PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah  
16

 Lexy J. Moloeng, Metodologi Penellitian Kualitatif (Jakarta: Remaja Rosdakarya, cet xxvi, 

2009), 5.  
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dilakukan guna menginterprestasikan atau memaparkan suatu fenomena 

yang dilakukan oleh partisipan (objek penelitian) berdasarkan teori ilmiah 

yang ada, sehingga pembaca memperoleh gambaran yang konkret 

terhadap teori dan praktik yang sudah ada.
17

 

2. Data Penelitian  

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil 

pengamatan di lapangan sehingga sangat penting bagi proses 

penelitian. 

Data primer yang diajukan dalam skripsi ini adalah : 

1) Data mengenai produk kafa<lah pembiayaan surety bond PT. 

Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah kps Surabaya. 

2) Data Mengenai Manajemen risiko di PT.  Jaminan Pembiayaan 

Askrindo Syariah kps Surabaya. 

3) Data Pengendalian risiko surety bond di PT. Jaminan Pembiayaan 

Askrindo Syariah kps Surabaya. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder yang diajukan dalam skripsi ini adalah : 

1) Data tentang profil umum PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo 

Syariah. 

2) Data mengenai teori manajemen risiko. 

                                                             
17 John W. Creswell, Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed, ‚terj‛ 

Achmad Fawaid dari judul aslinya Research Design , Quallitative, and mixed Methods Approach, 

(Yogyakarta:Pustaka Pelajar, cet.II, 2012), 28.  
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3. Sumber Data 

a. Sumber Primer, yaitu: 

Sumber Primer adalah sumber yang secara langusng memberikan 

data kepada pengumpul data.
18

  

Sumber primer dari penelitian ini, peneliti memilih informan kunci 

sebagai berikut: 

1) Bapak Rihandy selaku kepala cabang PT. Jaminan Pembiayaan 

Askrindo Syariah kantor pemasaran syariah (KPS) Surabaya. 

2) Dimas Abimanyu selaku staff bidang operasional PT. Jaminan 

Pembiayaan Askrindo Syariah kantor pemasaran syariah (KPS) 

Surabaya. 

3) Achmad Fauzi selaku staff keuangan dari PT. Jaminan 

Pembiayaan Askrindo Syariah kantor pemasaran syariah (KPS) 

Surabaya. 

b. Sumber Sekunder, yaitu: 

Sumber Sekunder adalah sumber  yang secara tidak langsung 

memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang 

lain atau lewat dokumen.
19

 Sumber sekunder penelitian ini diperoleh 

dari literatur baik itu jurnal maupun buku-buku yang berkaitan 

dengan judul. 

 

 
                                                             
18 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Kombinasi (Mixed Methods), 

(Bandung: Alfabeta, 2015), 308. 
19

 Ibid., 308. 
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4. Populasi dan Sampel  

 Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi karena 

penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi 

sosial tertentu dan hasil kajiannya tidak akan diberlakukan ke populasi, 

tetapi ditransferkan ke tempat lain pada situasi sosial yang memiliki 

kesamaan dengan situasi sosial pada kasus yang dipelajari. 

 Sampel dalam penelitian kualitatif tidak dinamakan responden tetapi 

narasumber atau partisipan, informan, teman dan guru dalam penelitian. 

Sampel sumber data dalam penelitian ini adalah pihak atau staff PT. 

Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah KPS Surabaya. Penentuan sampel 

sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ppenulis memilih 

responden yang langsung terlibat pada oeprasional produk kafa>lah 

pembiayaan Surety Bond . 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam teknik penyusunan laporan penelitian ini, penulis 

menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut : 

a. Pengumpulan data primer 

Dilakukan dengan mengadakan survei langsung ke perusahaan yang 

menjadi objek penelitian, dimana metode pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara : 

1) Wawancara 

 Wawancara adalah prosedur untuk mendapatkan informasi dan 

data langsung dari sumber pertama (first hand), disampingitu 
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wawancara adalah salah satu prosedur untuk mendapatkan 

penjelasan serta kejelasan atas data yang diperoleh dari 

pengamatan.
20

 

 Dalam penelitian ini, wawancara yang ditempuh peneliti adalah 

wawancara yang tidak terstruktur. Peneliti memandang bahwa 

wawancara tak terstruktur memberi peluang bagi diskusi yang lebih 

terbuka, sehingga mampu membuka peluang memunculkan data dan 

informasi yang sebelumnya du luar jangkauan pemikiran peneliti, 

sehingga akan memperkaya pemahaman peneliti pada permasalahan 

yang dipelajari oleh peneliti. 

2) Observasi 

 Observasi adalah pengamatan, perhatian, atau pengawasan. 

Metode pengumpulan data dengan observasi artinya mengumpulkan 

data atau menjaring data dengan melakukan pengamatan terhadap 

subyek dan objek penelitian secara seksama (cermat dan teliti) dan 

sitematis.
21

 Observasi yang dilakukan oleh peneliti yakni obsevasi 

secara langsung pada PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah 

KPS Surabaya selaku surety company. 

3) Dokumenter 

Metode dokumenter adalah salah satu metode pengumpulan 

data yang digunakan dalam penelitian. Pada intinya metode 

                                                             
20 Sonny Leksono, Penelitian Kualitatif IlmuEkonomi: dari metodologi ke metode, (Jakarta : Raja 

Grafindo Persada, 2013), 388. 
21 Supardi, Metodologi Penelitian Ekonomi & Bisnis, (Yogyakarta: UII Press, 2005), 136. 
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dokumenter merupakan metode yang digunakan untuk menelusuri 

data historis. Namun dokumenter adalah informasi yang disimpan 

atau didokumentasikan sebagai bahan dokumenter. Secara detail 

bahan dokumenter terbagi beberapa macam, yaitu 

autobiografi,surat-surat pribadi, buku atau catatan harian, kliping, 

dokumen pemerintah maupun swasta, film, foto dan sebagainya.
22

 

Penelitian kualitatif ini menggunakan metode dokumenter guna 

memperlengkap data wawancara dan observasi. 

b. Pengumpulan data sekunder 

Dilakukan dengan cara studi kepustakaan yaitu dengan 

mempelajari, meneliti, mengkaji, serta menelaah literatur- literatur yang 

ada kaitannya dengan masalah yang diteliti. Adapun kegunaan studi 

kepustakaan ini adalah untuk memperoleh sebanyak mungkin dasar-

dasar teori yang diharapkan akan dapat menunjang data yang 

dikumpulkan dalam penelitian. 

 

 

6. Teknik Pengolahan data 

 Setelah data-data penelitian terkumpul dari proses pengumpulan 

data maka data tersebut diolah untuk menghasilkan informasi yang dapat 

dipahami. Proses pengolahan data dilakukan dengan tahap-tahap sebagai 

berikut : 

                                                             
22

 Supranto, Nandan Limaksari, Perilaku Konsumen Dan Strategi Pemasaran, (Jakarta: Mitra 

Wacana Media,2011), 154. 
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Tahap Organizing : dimana peneliti mengatur data yang telah diperiksa 

sehingga dapat dijadikan sebagai bahan atau data 

untuk merumuskan masalah penelitian. 

Tahap Editing : tahap pemeriksaan kembali semua data yang telah 

diperoleh baik dari sisi kelengkapan data, kesesuaian 

dan keselarasan data satu dengan data yang lain, serta 

kejelasan makna sehingga mudah untuk dipahami. 

Tahap Analyzing : Setelah data-data terkumpul maka bahan atau data-data 

tersebut di analisis sehingga memunculkan kesimpulan 

dan dapat dipahami hasilnya. 

 

 

7. Teknik Analisis Data 

Dalam penyusunan laporan penelitian ini, metode penelitian yang 

digunakan adalah metode deskriptif analisis. Metode deskriptif digunakan 

untuk tujuan membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual dan 

akurat mengenai fakta-fakta serta sifat dan hubungan dengan fenomena yang 

diselidiki.
23

Analisis data ini meliputi kegiatan menelaah dan mengkaji data, 

mengorganisasikan data dan memilah-milah data itu menjadi satuan yang 

dapat diceritakan pada orang lain. unit data dan informasi yang dianalisis 

untuk penelitian ini adalah seluruh pernyataan yang dikemukakan oleh 

subjek penelitian, seluruh hasil pengamatan yang sudah dikonfirmasikan arti 

dan maksud serta maknanya kepada subjek penelitian. Peneliti memilih 

                                                             
23 Lexy J Moloeng,. Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Remaja Rosdakarya, cet xxvi. 

2009), 25. 
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teknik analisis ini guna pembaca dapat mengerti sehingga mampu 

memahami isi atau hasil dari penelitian ini. 

 

I. Sistematika Pembahasan 

Untuk memberikan gambaran pembahasan yang sistematis dan logis 

dalam penyusunan penelitian ini, peneliti menetapkan sistematika 

pembahasan kedalam tiga bagian yang meliputi bagian awal, bagian utama 

(inti), dan bagian akhir. Untuk lebih jelas perinciannya sebagai berikut : 

Pada bagian awal terdiri dari halaman judul, kata pengantar, daftar isi, daftar 

tabel, daftar gambar, daftar lampiran. 

Pada bagian utama penelitian ini terdiri dari lima bab, yaitu : 

       Bab pertama, menjelaskan tentang pendahuluan yang terdiri dari latar 

belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, perumusan masalah, 

kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi 

operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.  

       Bab kedua, merupakan bab teoritik yang berisi dua subbab yakni 

Pertama, berisi tentang manajemen risiko. Kedua, tentang kafa<lah. Ketiga 

tentang konsep surety bond secara umum. 

       Bab ketiga, membahas mengenai data penelitian. Pada bab ini akan 

diuraikan tentang beberapa subbab, yaitu pertama, gambaran umum PT. 

Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah KPS Surabaya. Kedua, mengenai 

penerapan pengendalian risiko kafa<lah pembiayaan surety bond di PT. 

Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah KPS Surabaya. Dalam subbab 

kedua akan dijelaskan mekanisme kafa<lah pembiayaan surety bond, 
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risiko-risikonya dan pengendalian di PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo 

Syariah KPS Surabaya 

       Bab keempat, merupakan hasil analisis dari bab III. Pada bab ini 

terdapat dua subbab, yaitu : pertama, analisis risiko-risiko produk kafa<lah 

pembiayaan Surety bond di PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah 

KPS Surabaya. Kedua, analisis pengendalian risiko pada produk kafa<lah 

pembiayaan surety bond di PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah 

KPS Surabaya. 

       Bab kelima, merupakan Penutup. Pada bab ini terdiri dari kesimpulan 

dan saran-saran. 

Bagian akhir adalah daftar pustaka dan lampiran-lampiran. 
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BAB II 

MANAJEMEN RISIKO, KAFA<LAH DAN SURETY BOND 
 

 

 

A. Manajemen Risiko 

 

1. Pengertian Manajemen Risiko 

        Manajemen Risiko berasal dari kata manajemen dan risiko. Istilah 

manajemen berasal dari kata kerja to manage berarti control atau dalam 

bahasa Indonesia dapat diartikan mengendalikan, menangani atau 

mengelola. 

Risiko adalah suatu kemungkinan terjadinya peristiwa yang 

menyimpang dari pada apa yang diharapkan. Tetapi, penyimpangan ini 

baru akan nampak bilamana sudah berbentuk suatu kerugian. Menurut 

Imam Ghozali ‚risiko dapat didefinisikan sebagai volatilitas outcome 

yang umumnya berupa nilai dari suatu aktiva atau utang‛.
1
 Sedangkan 

menurut Abbas Salim ‚risiko adalah ketidakpastian atau uncertainty yang 

mungkin melahirkan kerugian (loss)‛.
2
 

       Berdasarkan gabungan pengertian diatas maka, Manajemen risiko 

adalah suatu proses untuk mengelola atau mengidentifikasi 

ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman atau loss exposure 

(potensi kerugian) yang dihadapi suatu perusahaan dan untuk memilih 

                                                             
1 Imam Ghozali, Manajemen Risiko Perbankan, (Semarang: Badan Penerbit Universitas 

Diponegoro, 2007), 3. 
2 Ibid., 5. 
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teknik (pengendalian) yang tepat untuk memperlakukan exposure 

tersebut. 

 

2. Macam dan Sumber Risiko 

Untuk menganalisis risiko, sebelumnya perlu diketahui kedudukan risiko 

diantaranya sebagai berikut : 

1) Hazard (bahaya) adalah suatu keadaan yang dapat memperbesar 

kemungkinan terjadinya suatu peril (bencana) atau chance of loss 

(kesempatan terjadinya kerugian) dari suatu bencana tertentu. 

2) Peril (bencana) adalah suatu keadaan/peristiwa yang dapat 

menimbulkan kerugian, seperti kebakaran, banjir, gempa, 

kecelakaan, peledakan, pencurian, penyakit dan sebagainya. 

3) Loses (kerusakan) adalah kerugian yang di derita akibat dari 

kejadian yang tidak diharapkan tapi ternyata terjadi.
3
 

         Hubungan antara hazard, peril, dan loses dapat dikemukakan 

sebagai berikut: 

Puntung rokok              Kebakaran              Kerusakan/Kerugian 

    (Hazard)                     (Peril)                       ( Loses ) 

 

Menurut Fahmi, Greuning, dan Zamir Iqbal, risiko dapat 

dikategorikan ke dalam dua bentuk yaitu :
4
 

1) Risiko Spekulatif  

                                                             
3 Husen Umar, Manajemen Risiko Bisnis (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum, 1998), 6. 
4
 Ismail Nawawi Uha, Manajemen Risiko : Teori dan Pengantar Praktik Bisnis, Perbankan Islam 

dan Konvensional (Jakarta: CV. Dwiputra Pustaka Jaya, 2012), 44. 
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Risiko spekulatif adalah suatu keadaan yang dihadapi 

perusahaan yang dapt memberikan keuntungan dan juga dapat 

memberikan kerugian. Risiko spekulatif kadang-kadang 

dikenal dengan risiko bisnis (Business Risk). 

2) Risiko Murni 

Risiko murni adalah sesuatu yang hanya dapat berakibat 

merugikan atau tidak terjadi apa-apa. 

 

3. Sasaran Manajemen Risiko 

        Manajemen risiko memiliki sasaran yang penting. Sasaran dari 

pelaksanaan manajemen risiko adalah untuk mengurangi risiko yang 

berbeda-beda yang berkaitan dengan bidang yang telah dipilih pada 

tingkat yang dapat diterima oleh masyarakat. Sasaran tersebut dapat 

diklasifikasikan dalam preloss objectives dan postloss objectives5. 

 

a. Preloss objectives (Sasaran sebelum terjadi kerugian) 

      Sasaran penting sebelum terjadinya kerugian, meliputi ekonomi, 

penurunan kekhawatiran, dan memenuhi kewajiban yang sah. Sasaran 

yang pertama, yaitu bahwa perusahaan harus mempersiapkan untuk 

kerugian potensial dalam banyak hal ekonomi. Persiapan ini, meliputi 

analisis dari biaya program keselamatan, pembayaran premi asuransi, 

dan biaya yang dihubungkan dengan teknik-teknik yang berbeda untuk 

menangani risiko. 

                                                             
5
 Soekarto, Manajemen Risiko dan Asuransi, (Tangerang Selatan: UniversitasTerbuka,2015), 3.3. 
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        Sasa ran yang kedua, yaitu penurunan kekhawatiran. Kepastian 

loss exposure dapat menyebabkan katakutan dan kekhawatiran yang 

besar terhadap manajer risiko dan para eksekutif utama. Sebagai 

contoh, ancaman dalam perkara hukum yang merupakan bencana besar 

dari produk yang tidak sempurna dapat menyebabkan kekhawatiran 

yang besar dari pada kerugian kecil dari kebakaran kecil. Manajer 

risiko, bagiamanapun menginginkan untuk meminimalkan 

kekhawatiran dan ketakutan yang dihubungkan dengan seluruh loss 

exposure. 

        Sasaran terakhir adalah untuk memenuhi kewajiban yang sah. 

Sebagai contoh, peraturan perundangan pemerintah mungkin 

mewajibkan perusahaan untuk memasang perlengkapan keselamatan 

(pengaman) untuk melindungi pekerja dari kecelakaan, menempatkan 

sisa material yang berbahaya secara tepat, dan memberi label produk 

pada konsumen secara tepat. Manajer risiko harus melihat bahwa 

kewajiban yang sah ini dipenuhi. 

 

b. Postloss Objectives (Sasaran setelah terjadi kerugian) 

         Sasaran penting setelah terjadinya kerugian, melliputi 

kelangsungan hidup, melanjutkan operasi, stabilitas dari pendapatan, 

pertumbuhan yang berkelanjutan, dan pertanggungjawaban pada 

masyarakat. Sasaran postloss yang pertama, yaitu kelangsungan hidup 

dari perusahaan. Kelangsungan hidup berarti setelah terjadinya 
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kerugian perusahaan dapat memulai sedikit bagian dari operasinya 

dalam beberapa periode yang layak. 

         Sasaran postloss yang kedua, yaitu untuk meneruskan operasinya. 

Bagi beberapa perusahaan, kemampuan untuk beroperasi setelah 

kerugian sangat penting. Sebagai contoh, fasillitas umum perusahaan 

harus melanjutkan utnuk menyediakan jasa. Bank, toko roti, pabrik 

susu, dan perusahaan kompetitif harus melanjutkan operasinya setelah 

terjadi kerugian. Sasaran postloss yang ketiga, yaitu stabilitas 

pendapatan. Pendapatan tiap bagian dapat dipertahankan apabila 

perusahaan melanjutkan operasinya. Bagaimanapun, perusahaan 

mungkin mengeluarkan biaya tambahan yang besar untuk mencapai 

tujuannya. 

         Sasaran postloss yang lain yaitu pertumbuhan yang berkelanjutan 

dari perusahaan. Perusahaan dapat mengembangkan pertumbuhan 

produk  baru dan pasar atau dengan memperoleh atau bergabung 

dengan perusahaan yang lain. oleh karena itu, manajer risiko harus 

mempertimbangkan dampak bahwa kerugian akan mempengaruhi 

kemampuan perusahaan untuk tumbuh. Sasaran dari 

pertanggungjawaban terhadap masyarakat, yaitu untuk meminimalkan 

dampak bahwa kerugian akan mempengaruhi seseorang dan 

masyarakat. Kerugian hebat dapat bersifat merugikan yang 

mempengaruhi tenaga kerja, supplier, kreditor, dan masyarakat pada 

umumnya. Sebagai contoh, kerugian hebat yang menutup suatu pabrik 
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dikota kecil dalam periode yang lama dapat meyebabkan kesulitan 

ekonomi yang sangat tinggi dalam kota tersebut. 

 

4. Langkah-langkah dalam Manajemen Risiko 

        Proses manajemen risiko meliputi empat langkah , yaitu Identifikasi 

kerugian potensial, evaluasi kerugian potensial, memilih teknik yang 

tepat untuk memperlakukan loss exposure, dan menerapkan dan 

melaksanakan program manajemen risiko. 

Gambar 2.1. 

 Langkah-langkah dalam proses manajemen risiko
6
 

 

Sumber : Soekarto, Manajemen Risiko dan Asuransi 

a) Identifikasi kerugian potensial 

       Identifikasi risiko pada dasarnnya adalah suatu kegiatan untuk 

mengumpulkan semua informasi yang berkaitan dengan usaha. 

                                                             
6 Ibid., 3.5.  

Penerapan dan Monitoring Program Manajemen Risiko 

Memilih Teknik yang tepat untuk menangani Loss exposure 

Pengendalian Risiko : 

 Pencegahan dan pengendalian kerugian 

Pembiayaan Risiko :  

Retensi, transfer nonasuransi, asuransi 

Menganalisis Kerugian Potensial 

Mengidentifikasi kerugian potensial 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

32 
 

Kemudian menganalisisnya untuk menemukan setiap eksposure risiko 

yang dimungkinkan dapat menjelma menjadi bentuk kerugian. 

Identifikasi risiko dapat dilakukan dengan bantuan penggunaan 

checklist, untuk menginventarisir semua kerugian potensial yang 

dihadapi dari setiap bagian usaha yang dilakukan.  

b) Evaluasi risiko  

       Langkah kedua dari proses manajemen risiko adalah 

mengevaluasi dan mengukur dari kerugian terhadap perusahaan. 

Langkah ini meliputi perkiraan frekuensi potensial dan nilai kerugian. 

Frekuensi kerugian mengacu pada kemungkinan jumlah dari kerugian 

yang mungkin terjadi selama periode waktu tertentu yang diberikan. 

Nilai kerugian mengacu pada ukuran kemungkinan dari kerugian yang 

mungkin terjadi. 

c) Penanganan risiko 

        Langkah ketiga dalam proses manajemen risiko adalah memilih 

teknik yang terbaik untuk memperlakukan loss exposure. Teknik ini 

dapat diklasifikasikan sebagai pengendalian risiko atau pembiayaan. 

Pengendalian risiko mengacu pada teknik untuk menurunkan 

frekuensi dan kehebatan dari kerugian yang terjadi secara kebetulan. 

Pembiayaan risiko mengacu pada teknik yang menyediakan biaya 

kerugian yang terjadi secara kebetulan setelah pengendalian.
7
 Banyak 

                                                             
7 Ibid., 3. 16. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

33 
 

manajer risiko yang menggunakan kombinasi dari teknik tersebut 

untuk memperlakukan setiap loss exposure. 

        Dari alur menejemen risiko yang sudah disebutkan diatas, 

penulis akan membahas mengenai langkah penanganan loss exposure 

atau pengendalian risiko di PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo 

Syariah KPS Surabaya. 

Adapun pengendalian risiko dijalankan dengan:
8
 

a. Menghindari risiko 

Terdapat beberaapa karakteristik yang seharusnya diperhatikan dalam 

menghindari risiko, antara lain sebagai berikut : 

1) Kemungkinan untuk menghindari risiko tidak ada. Semakin luas 

risiko yang dihadapi, maka semakin besar ketidakmungkinan 

menghindarinya. Misalnya ingin menghindari semua risiko 

tanggung jawab , maka semua kegiatan harus dihentikan. Hal ini 

tidak mungkin dilakukan bagi sebuah badan usaha atau perusahaan. 

2) Manfaat atau laba potensial yang diterima dari sebab kepemilikan 

suatu harta, mempekerjakan pegawai tertentu atau 

bertanggungjawab  atas suatu kegiatan, akan hilang jika 

dilaksanakan penghindaran risiko. 

3) Semakin sempit risiko yang dihadapi, maka akan semakin besar 

kemungkinan akan tercipta risiko yang baru. Misalnya, menghindari 

risiko pengangkutan dengan kapal dan menggantinya dengan 

                                                             
8 Kasidi, Manajemen Risiko, (Bogor : Penerbit Ghalia Indonesia, 2004), 73. 
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angkutan darat, maka akan muncul risiko yang berhubungan dengan 

angkutan darat. 

Program pencegahan kerugian bertujuan untuk mengurangi atau 

menghilangkan kans kerugian. Program pengurangan kerugian bertujuan 

untuk mengurangi keparahan potensial dari kerugian. Beberapa program 

pengendalian kerugian merupakan gabungan antara program pengurangan 

kerugian dan pencegahan kerugian. Beberapa contoh program pencegahan 

kerugian yang dapat diilustrasikan sebagai berikut:  

Kans kerugian kebakaran dapat dikurangi dengan pemakaian bahan 

bangunan yang tahan api, kans tanggung gugat produk dapat dikurangi 

dengan cara memperketat pengawasan terhadap mutu produk, selektif 

dalam memilih saluran distribusi, meneliti pernyataan-pernyataan yang 

disampaikan oleh salesman, serta bagian iklan yang menjurus pada 

kemungkinan adanya penuntutat oleh pihak konsumen. Kans kecelakaan 

kerja dapat dikurangi dengan penyuluhan tentang keselamatan kerja dan 

mengharuskan pekerja untuk menggunakan alat-alat pengaman kerja yang 

sudah ditetapkan. 

        Program pengurangan kerugian dapat dibedakan atas minimization 

program dan salvage program. Minimization program dijalankan sebelum 

kerugian terjadi atau selama peristiwa yang menyebabkan kerugian itu 

sedang berlangsung dengan tujuan mengurangi tingkat keparahan 

kerugian. Misalnya usaha memadamkan api saat terjadinya kebakaran, 

mengecek kelayakan mesin sebelum dioperasikan. Sedangkan         
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Salvage program bertujuan untuk menyelamatkan. Misalnya, 

mengumpulkan harta yang tersisa setelah terjadinya kebakaran, 

mengangkat mobil setelah terjadinya kecelakaan.
9
 

b. Mengendalikan risiko 

Pengendalian kerugian dijalankan dengan : 

1) Merendahkan kans (Chance) untuk terjadinya kerugian. 

2) Mengurangi keparahannya jika kerugian itu memang terjadi. 

Kedua tindakan itu dapat diklasifikasikan dalam : 

1) Tindakan pencegahan kerugian atau pengurangan kerugian 

2) Menurut sebab kejadian yang akan dikontrol 

         Secara tradisional, teknik pengendalian kerugian 

diklasifikasikan berdasarkan dua pendekatan, yaitu pendekatan 

engineering dan pendekatan hubungan manusia (human relations). 

Dalam keadaan tertentu pendekatan tersebut dilaksanakan secara 

simultan. Pendekatan engineering menekankan pada sebab-sebab 

yang bersifat fisik dan mekanik. Misalnya, memperbaiki kabel 

tidak memenuhi syarat, pengawasan kualitas bahan bangunan 

dalam membangun suatu gedung, pengadaan sarana pengolah 

limbah usaha dan sebagainya.          

         Pendekatan human relation menekankan sebab-sebab 

kecelakaan yang bersumber dari faktor manusianya seperti 

                                                             
9 Ibid., 84. 
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kelengahan, tidak berhati-hati, tidak memakai alat pengaman 

sebagaimana yang diharuskan, dan sebagainya. 

3) Menurut lokasi kondisi-kondisi yang akan dikontrol 

        Tindakan pengendalian risiko dapat pula diklasifikasikan 

menurut lokasi, dari kondisi yang direncanakan untuk 

dikendalikan. Haddon menegaskan, bahwa kemungkinan dan 

keparahan kerugian dari suatu kecelakaan lalu lintas tergantung 

pada: orang yang menggunakan jalan raya, kondisi kendaraan dan 

lingkungan umum jalan raya, seperti desain, kondisi lalu lintas,dan 

sebagainya.
 10

 Konsep Hoddon ini dapat diterapkan pemakaiannya 

untuk bentuk kerugian. Misalnya, kerugian atas tanggung gugat 

akan sangat dipengaruhi oleh pemakai produk, kualitas produk, 

lingkungan hukum atau peraturan yang berlaku.  

4) Menurut timingnya 

        Pendekatan ini meninjau peristiwa atau pengendalian 

berdasarkan waktu sebelum kejadian, selama kejadian atau 

sesudah kejadian. Klasifikasi ini telah dipergunakan sebagai 

kriteria untuk membedakan anatara minimazation dan salvage. 

Tindakan pencegahan kerugian semuanya dilaksanakan sebelum 

kejadian. Klasifikasi kedua, yang berdasarkan timing juga 

mengenalkan phase : perencanaan, pengamananan perawatan, dan 

darurat.   

                                                             
10 Ibid., 77. 
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c. Pemisahan 

Pemisahan yang dimaksud adalah memisahkan dari harta yang 

berisiko sama, pada tempat atau lokasi yang berbeda. Misalnya, 

perusahaan taksi yang menmpatkan taksinya tidak hanya satu tempat, 

tetapi di beberapa tempat. Inventori tidak hanya ditempatkan dalam satu 

gudang saja, tetapi dipisah menjadi beberapa gudang. Maksud pemisahan 

ini adalah untuk mengurangi jumlah kemungkinan kerugian untuk satu 

peristiwa yang sama. Dengan bertambahnya independen exposure unit, 

maka probabilitas kerugian dapat diperkecil. Dengan demikian, dapat 

memperbaiki kemampuan perusahaan untuk meramalkan kerugian yang 

mungkin akan dialami. 

d. Pooling atau kombinasi 

Kombinasi atau polling menambah banyaknya exposure unit 

dalam batas kendali perusahaan yang bersangkutan, dengan tujuan agar 

kerugian yang mungkin akan dialami dapat diramalkan seakurat mungkin, 

sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya risiko. Salah satu cara 

perusahaan mengkombinasikan risiko adalah dengan cara perkembangan 

internal. Misalnya, perusahaan angkutan menambah armadanya, merger, 

memperbesar jumlah tertanggung bagi perusahaan asuransi. 

e. Pemindahan risiko 

Pemindahan risiko dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

1) Harta milik atau kegiatan yang menghadapi risiko dipindahkan 

kepada pihak lain. Misalnya, perusahaan menjual gedungnya. 
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Dengan cara demikian, perusahaan telah memindahkan risiko yang 

berhubungan dengan kepemilikan gedung tersebut kepada pemilik 

baru. Kontraktor menyerahkan sebagian pekerjaannya kepada 

orang lain untuk mengurangi tingginya risiko yang dihadapi. 

2) Mengalihkan risiko, misalnya persewaan gedung, penyewaan 

mengalihkan kemungkinan kerugian gedung akibat kerusakan 

kepada pemilik gedung. 

3) Suatu risk financing transfer dapat menciptakan suatu loss 

exposure untuk transferee. Pembatalan perjanjian oleh transferee, 

dipandang sebagai cara ketiga dalam risk control transfer. Dengan 

pembatalan tersebut, transferee tidak bertanggung jawab secara 

hukum untuk kerugian yang semula telah disetujui untuk dibayar. 

 

 

B. Kafa<<lah 

1. Pengertian Kafa<lah 

        Al-kafa<lah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung 

(kafil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau 

yang ditanggung. Dewan Penasihat Syariah Bank Negara Malaysia 

mendefinisikan kafa<lah sebagai ‚kontrak terjamin atas suatu aset, 

manfaat, dan/atau jasa tertentu, yang disediakan oleh penjamin kepada 

para pihak yang terlibat‛.
11

 Dalam pengertian lain, ‚kafa<lah juga berarti 

                                                             
11 International Shari’ah Research Academy for Islamic (ISRA), Sistem Keuangan Islam: Prinsip 
dan Operasi Ed.1, (Jakarta : Rajawali Pers, 2015), 306. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

39 
 

mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang 

pada tanggungjawab orang lain sebagai penjamin‛. 

2. Landasan Syariah 

a. Al-Qur’an 
 

                            
 

‛Maka Tuhannya menerimanya (sebagai nazar) dengan penerimaan 

yang baik, dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik dan Allah 

menjadikan Zakariya pemeliharanya.(Q.S Ali Imran: 37)
12

  
 

b. As-Sunnah 

ئًا قَالُوا لََ قَالَ فَ هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ ...النَّبِِّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ أُتَِ بَِِنَازَةٍ  قَالَ هَلْ تَ رَكَ شَي ْ
لَ اللََِّّ وَعَلَيَّ دَيْ نُهُ قَالُوا ثَلََثةَُ دَنََنِيَر قَالَ صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ قَالَ أبَوُ قَ تَادَةَ صَلِّ عَلَيْهِ يََ رَسُو 

 فَصَلَّى عَلَيْهِ 
 

Ketika dihadirkan kepada Beliau satu jenazah....Beliau bertanya: 

"Apakah dia meninggalkan sesuatu?" Mereka menjawab: "Tidak". 

Akhirnya Maka Beliau bertanya: "Apakah orang ini punya hutang?" 

Dijawab: "Ya". Kemudian Beliau bertanya kembali: "Apakah dia 

meninggalkan sesuatu?" Mereka menjawab: "Ada, sebanyak tiga 

dinar". Maka Beliau bersabda: "Shalatilah saudaramu ini". Berkata, 

Abu Qatadah: "Shalatilah wahai Rasulullah, nanti hutangnya aku 

yang menanggungnya". Maka Beliau shallallahu 'alaihi wasallam 

menyolatkan jenazah itu.(HR. Bukhari No. 2127)
13

 
 

3. Rukun dan Syarat 

Berdasarkan Fatwa DSN MUI No.11/DSN-MUI/IX/2000 mengenai rukun 

dan syarat kafa<lah sebagai berikut:
14

 

a Pihak Penjamin (Kafiil)  
1) Baligh (dewasa) dan berakal sehat.  

2) Berhak penuh untuk melakukan tindakan hukum dalam urusan 

hartanya dan rela (ridha) dengan tanggungan kafalah tersebut.  

                                                             
12 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an, Terjemah dan Tafsir untuk Wanita (Jakarta: Jabal, 2010),45  
13 Lidwa Pustaka i-Software, Kitab Bukhari No.2127 tentang memindahkan hutang (al-hawalah) 
14 Dewan Syariah Nasional, Fatwa DSN-MUI No.11/DSN-MUI/IX/2000 tentang Kafalah 
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b Pihak Orang yang berutang (Ashiil, Makfuul ‘anhu )  

1) Sanggup menyerahkan tanggungannya (piutang) kepada penjamin.  

2) Dikenal oleh penjamin.  

c Pihak Orang yang Berpiutang (Makfuul Lahu)  

1) Diketahui identitasnya.  

2) Dapat hadir pada waktu akad atau memberikan kuasa.  

3) Berakal sehat.  

d Obyek Penjaminan (Makful Bihi)  
1) Merupakan tanggungan pihak/orang yang berutang, baik berupa uang, 

benda, maupun pekerjaan.  

2) Bisa dilaksanakan oleh penjamin.  

3) Harus merupakan piutang mengikat (lazim), yang tidak mungkin hapus 

kecuali setelah dibayar atau dibebaskan.  

4) Harus jelas nilai, jumlah dan spesifikasinya.  

5) Tidak bertentangan dengan syari’ah (diharamkan).  

 

4. Jenis Kafa<lah 

Berikut ini beberapa jenis kafa<lah : 15
 

a. Kafa<lah bin-Nafs 

        Kafa<lah bin-nafs merupakan akad memberikan jaminan atas diri 

(personal guarantee). Sebagai contoh, dalam praktik perbankan bentuk 

kafa<lah bin-nafs adalah seorang nasabah yang mendapat pembiayaan 

dengan jaminan nama baik dan ketokohan seseorang atau pemuka 

masyarakat. Walaupun bank secara fisik tidak memegang barang 

apapun, tetapi bank berharap tokoh tersebut dapat mengusahakan 

pembayaran ketika nasabah yang dibiayai mengalami kesulitan. 

b. Kafa<lah bil-Ma<l 
Kafa<lah bil- Ma<l merupakan jaminan pembayaran barang atau pelunasan 

utang. 

c. Kafa<lah bit- Taslim 

Jenis kafa<lah ini biasa dilakukan untuk menjamin pengembalian atas 

barang yang disewa, pada waktu masa sewa berakhir. Jenis pemberian 

jaminan ini dapat dilaksanakan oleh bank untuk kepentingan nasabahnya 

dalam bentuk kerja sama dengan perusahaan penyewaan (leasing 
company). Jaminan pembayaran bagi bank dapat berupa deposito / 

tabungan dan bank dapat membebankan uang jasa (fee) kepada nasabah 

itu. 

d. Kafa<lah al-Munjaza 

        Kafa<lah al-Munjazah adalah jaminan mutlak yang tidak dibatasi oleh 

jangka waktu dan untuk kepentingan / tujuan tertentu. Salah satu bentuk 

kafa<lah al-munjazah adalah pemberian jaminan dalam bentuk performance 

                                                             
15 Muhammad Syafi’i antonio, Bank Syariah: dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani,2001), 

125. 
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bonds ‚jaminan prestasi‛, suatu hal yang lazim di kalangan perbankan dan 

hal ini sesuai dengan bentuk akad ini. 

e. Kafa<lah al- Muallaqah 

       Bentuk jaminan ini merupakan penyederhanaan dari kafa<lah al-
munjazah, baik oleh industri perbankan maupun asuransi. 

 

Gambar. 2.2 

Skema penjaminan (Kafa<lah)
16

 

 

 

 

 

               

            

  Jaminan   Kewajiban 

Sumber : Abu Azam Al-Hadi, Fiqh Muamalah Kontemporer 

 

C. Surety bond 

1. Pengertian Surety bond 

         Pengertian Surety bond secara etimologi berasal dari dua kata 

bahasa Inggris, yaitu Surety dan Bond. Kata Bond berarti perjanjian yang 

dibuat secara tertulis, sedangkan kata Surety menunjukkan pada orang 

yang mengikatkan dirinya atau untuk bertanggungjawab atau memberikan 

jaminan atas terlaksananya pekerjaan orang lain. Jadi, Surety bond adalah 

bentuk perjanjian antara dua belah pihak yaitu antara pemberi jaminan 

(surety) yakni perusahaan asuransi atau penjaminan yang memberikan 

jaminan untuk pihak kontraktor atau pelaksana proyek (Principal) untuk 

kepentingan proyek (Obligee). 

                                                             
16 Abu Azam Al-Hadi, Fiqh Muamalah Kontemporer, (Surabaya : UINSA Press, 2014), 94. 

TERTANGGUNG PENANGGUNG 

(Lembaga 

Perbankan/LKS) 

DITANGGUNG 

(Nasabah) 
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Berdasarkan definisi tersebut, produk surety bonds terkait dengan tiga 

pihak, berikut ini : 

1. Surety 

        Surety adalah pihak yang menjamin principal yang mendapatkan 

pekerjaan dari pihak obligee. Dalam hal ini, yang bertindak sebagai 

surety adalah perusahaan asuransi atau penjaminan. Berdasarkan surat 

keputusan Kementerian Keuangan terbaru nomor S-9020/PB/2015 

tentang pengkinian data dan informasi daftar perusahaan Asuransi 

Umum yang dapat memasarkan produk asuransi pada lini usaha 

suretyship dan perusahaan penjaminan yang telah memperoleh izin dari 

Menteri Keuangan atau dari OJK  per tanggal 13 oktober 2015. 

         Terdapat 50 perusahaan Asuransi umum yang dapat memasarkan 

surety bond konstruksi dan 44 perusahaan Asuransi umum yang dapat 

memasarkan produk surety bond non konstruksi, untuk perusahaan 

penjaminan yang dapat melakukan produk surety bond konstruksi dan 

non konstruksi sebanyak 21 perusahaan penjaminan, dan 2 konsorsium 

penjaminan yang dapat memasarkan produk surety bond konstruksi.
17

 

2. Principal 

        Principal adalah pihak yang melaksanakan pekerjaan dari obligee, 

yaitu berupa kontraktor, supplier, agen dan sejenisnya. Principal 

merupakan pihak yang dijamin oleh surety (perusahaan asuransi atau 

penjaminan). 

                                                             
17

OJK, Perusahaan suretyship dalam www.ojk.co.id /perusahaan suretyship diakses pada tanggal 

7 April 2017   

http://www.ojk.co.id/
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3. Obligee 

       Obligee adalah pihak pemberi pekerjaan atau biasa disebut sebagai 

pemilik proyek atau bouwheer. Pemberian pekerjaan dari obligee 

kepada principal umumnya dibuat dalam perjanjian yang disebut 

kontrak kerja. Kontrak kerja akan menjadi dasar principal untuk 

mmengajukan permohonan surety bonds kepada surety. Perjanjian 

antara obligee dan principal disebut sebagai perjanjian pokok, 

sedangkan apabila terdapat perjanjian antara surety dan principal 

tentang hak dan kewajiban dan sejenisnya maka akan menjadi kontrak 

tambahan.  

2. Karakteristik Surety bond 

Berikut ini merupakan ciri dari produk surety bonds :
18

 

a. Adanya Perjanjian Pokok 

       Kontrak yang diadakan antara obligee dan principal merupakan 

kontrak pokok yang dijadikan dasar adanya jaminan yang diterbitkan 

oleh surety kepada obligee untuk menjamin principal. 
b. Mengacu kepada perjanjian pokok 

        Sertifikat penjaminan yang diterbitkan oleh surety untuk 

menjamin principal adalah suatu bentuk perjanjian yang 

ditandatangani secara sah oleh kedua belah pihak. Oleh sebab itu, 

keberadaan sertifikat penjaminan surety bonds seabagai tindak lanjut 

adanya perjanjian pokok yang dibuat antara obligee dan principal. 
c. Asas melakukan sendiri-sendiri atau bersamaan 

        Dalam perjanjian surety bonds terdapat suatu ketentuan bagi 

principal dan surety bahwa keduanya mempunyai kewajiban 

melakukan bersama-sama atau sendiri-sendiri. Apabila kontraktor 

gagal atau lalai memenuhi kewajibannya kepada obligee seperti yang 

diperjanjikan dalam perjanjian pokok, maka kontraktor terlebih dahulu 

harus memperbaikinya atau membayar ganti rugi atas tuntutan obligee, 

tetapi apabila kontraktor telah membayar ganti rugi maka pemberian 

jaminan menjadi tidak berlaku lagi dengan sendirinya. Namun, apabila 

                                                             
18 Amron,‛Manajemen Pemasaran Surety Bonds‛(Jakarta: PT. Bumi Aksara,2013), 16. 
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kontraktor belum siap membayar ganti rugi tersebut, maka surety 

tampil menggantikan kedudukan kontraktor melakukan pembayaran 

ganti rugi kepada obligee. 

d. Recovery 

       Recovery adalah perolehan kembali dari principal setelah surety 

memenuhi kewajiban principal membayar ganti rugi kepada obligee. 

Peraturan dan perjanjian pemberian jaminan memberikan hak kepada 

surety untuk melakukan recovery kepada kontraktor melalui 

mekanisme subrogasi atau pencairan kolateral bila dalam perjanjian 

sebelumnya terdapat suatu agunan. 

e. Jangka waktu surety bonds 

        Jangka waktu jaminan berlaku sampai dengan principal 
memnyelesaikan pekerjaannya atau sesuai dengan jangka waktu yang 

tercantum dalam kontrak. 

f. Tidak bisa dibatalkan sepihak  

        Penjaminan tidak dapat dibatalkan secara sepihak selama kontrak 

pekerjaan antara obligee dan principal masih berjalan. Penjaminan 

akan berlangsung sesuai waktu tersebut kecuali diadakan addendum 

kontrak yang disepakati bersama anatara obligee dan principal. 
g. Sifat jaminan 

        Sifat jaminan menentukan dalam pelaksanaan pembayaran surety 

bonds yang merupakan batas tanggung jawab jaminan, apakah hanya 

sebagian atau seluruhnya terhadap kewajiban kontraktor tersebut 

dalam perjanjian pokok. Jika coditional maka hanya surety hanya 

membayar sebesar kerugian yang diderita obligee. Artinya , dikurangi 

prestai yang sudah dikerjakan oelh kontraktor. Jika unconditional maka 

jaminan dapat dicairkan dan dibayar penuh atau sebesar jaminan 

tersebut tanpa memperthitungkan lagi berapa besarnya prestasi yang 

sudah dikerjakan oleh kontraktor. 

h. Agunan 

       Surety bonds mengacu pada prinsip non agunan dan umumnya 

prinsip ini diaplikasikan oleh surety dalam kondisi : 

1) Kemampuan keuangan principal baik 

2) Memiliki pengalaman baik dan aset yang cukup 

3) Principal mampu melaksanakan pekerjaan 

4) Surety mengenal dan mampu melakukan teknis analisis penjaminan 

5) Nominal penjaminan terukur dan masih dalam kontrol surety 

6) Dibuat perjanjian ganti rugi yang ditandatangani oleh indemnitor 
dan principal, untuk mengantisipasi apabila terjadi pencairan 

penjaminan. Surety membutuhkan keberadaan indemnitor (pihak 

yang menjamin dengan bersedia mengganti kerugian apabila 

principal gagal) untuk memberikan keyakinan dalam penerbitan 

surety bonds karena bisa juga pertimbangan surety tidak sesuai 

dengan kenyataan. 
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Pengenaan agunan oleh pihak surety kepada principal dapat dilakukan 

apabila : 

1) Kondisi keuangan principal kurang meyakinkan surety. 

2) Principal melakukan banyak proyek dalam waktu yang bersamaan 

sehingga surety merasa kurang yakin atas kemampuan principal. 

3) Kemampuan / kapasitas principal melaksanakan proyek disangsikan 

oleh surety. 

 

3. Jenis-jenis Surety bond 

a Jaminan Penawaran (Bid Bond/ Tender Bond) 

         Jaminan penawaran ini adalah sebagai langkah pertama yang 

disyaratkan oleh obligee kepada para kontraktor yang ingin mengikuti 

pelelangan pekerjaan sesuai dengan design, spesifikasi dan sebagainya 

mengenai proyek yang akan direncanakan untuk dibangun atau 

dikerjakan. Setiap kontraktor peserta lelang harus melengkapi atau  

menyediakan jaminan penawaran dari lembaga keuangan bank atau 

lembaga keuangan non bank yang diberi ijin menerbitkan jaminan 

penawaran. 

Fungsi penawaran (bid bond) dimaksud adalah untuk menjamin 

itikad baik dari penawar yaitu jika penawar memenangkan lelang maka 

dalam waktu yang ditentukan ia akan menandatangani kontrak 

pelaksanaan dengan melengkapi persyaratan dari obligee untuk 

menyediakan jaminan pelaksanaan (performance bond) dari pemberi 

jaminan. 
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Jaminan penawaran dari penawar (bidder) yang menang lelang 

atau belum meyakinkan obligee bahwa penawar ini yang akan 

melaksanakan pekerjaan. Karena berbagai alasan penawar pemenang 

lelang ini tidak mau menandatangani kontrak pelaksanaan atau tidak 

dapat menyediakan jaminan pelaksanaan maka biasanya obligee 

menunjuk penawar pemenang lelang terendah kedua. Ini berarti 

pemenang pemenang lelang pertama gagal dan pemberi jaminan (surety) 

bertanggungjawab untuk membayar ganti kerugian yang besarnya 

tergantung apakah jaminan tender tersebut atas dasar ‚conditional‛ atau 

‚unconditional‛. Apabila atas dasar ‚conditional‛ maka yang harus 

dibayar adalah jumlah perbedaan antara penawar pertama yang mundur 

dengan penawar kedua yang ditunjuk. Apabila jaminan atas dasar 

‚unconditional‛, pemenang lelang pertama gagal, maka pemberi jaminan 

akan membayar ganti rugi langsung maksimum sampai batas jumlah 

jaminan. 

b Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond) 

Jaminan ini diterbitkan oleh Pemberi Jaminan (surety) kepada 

kontraktor sebagai kelanjutan dari ditunjuknya yang bersangkutan 

sebagai pemenang lelang. Dengan jaminan ini berarti mereka sanggup 

melaksanakan pekerjaan dengan baik sampai selesai sesuai dengan yang 

diperjanjikan. Bila tidak selesai maka pemberi jaminan (surety) akan 

memberi ganti kerugian kepada obligee akibat lalai atau gagalnya 

kontraktor menyelesaikan pekerjaanya. 
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a) Jika dasar conditional maka dibayar sebesar kerugian maksimum 

sampai batas jumlah jaminan. 

b) Jika atas dasar unconditional maka dibayar otomatis jumlah penal 

sum jaminan yang bersangkutan. 

Jaminan pelaksanaan ini berlaku di Indonesia sesuai dengan 

Keppres RI No. 80 tahun 2003 dimana karena sifat jaminan ini 

conditional maka kerugian tersebut diperhitungkan dengan: 

1. Melibatkan pihak lain untuk meneruskan pekerjaan yang belum 

selesai. 

2. Menghitung perkiraan biaya untuk meneruskan pekerjaan 

tersebut sampai selesai. 

Besarnya nilai jaminan pelaksanaan (Penal Sum) adalah 

prosentase tertentu dari nilai kontrak proyek itu sendiri yaitu antara 

5% sampai dengan 10% dari nilai proyek apabila pada saat berakhirnya 

kontrak ternyata masih ada kewajiban yang belum dipenuhi oleh 

principal maka jaminan pelaksanaan dapat diperpanjang sesuai dengan 

kesepakatan antara obligee dan principal yang dituangkan dalam 

addendum kontrak. 

Bank garansi pada umumnya unconditional dan jaminan 

tersebut lebih mudah dan lebih menguntungkan bagi pemilik proyek 

(obligee), maka pada saat diperkenankan surety bond sebagai alternatif 

dari bank garansi, pihak pemilik proyek banyak mempersyaratkan 

supaya sifat jaminan tersebut sama, yaitu unconditional. Hingga saat 
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ini kebanyakan pengluaran surety bond untuk jaminan tender dan 

jaminan pelaksanaan masih bersifat unconditional. Dilihat dari segi 

kontraktor dan pihak-pihak lainnya sebenarnya akan lebih fair apabila 

jaminan tender dan jaminan pelaksanaan dibuat atas dasar conditional. 

c Jaminan Uang Muka (Advance Payment Bond) 

Dibuatnya kesempatan memberi uang muka pada kontraktor 

dalam Keppres No. 14-A tahun 1980 dimaksudkan untuk membantu 

pengusaha yang secara teknis bagus tetapi financial lemah agar bisa ikut 

melaksanakan pembangunan yang bersifat konstruksi. Uang muka 

tersebut dijamin sehingga obligee yang sudah membantu bisa 

terlindungi. 

Jaminan yang disyaratkan obligee kepada principal atas 

pemberian uang muka proyek yang telah diberikan, jaminan uang muka 

ini diperlukan baik untuk proyek pemerintah maupun swasta yang dalam 

kontraknya mengatur adanya pemberian uang muka (advance payment) 

kepada principal. Jaminan ini berfungsi apabila principal mengalami    

menurut kontrak maka principal bersangkutan wajib melunasi sisa uang 

muka yang belum dikembalikan kepada obligee. 

Bila principal tidak bisa mengembalikan maka pihak penjamin 

akan membayar ganti rugi kepada obligee sebesar sisa uang muka yang 

belum dibayar. Besarnya nilai jaminan pembayaran uang muka biasanya 

berkisar antara 20% dari nilai proyek, sedangkan jangka waktu jaminan 

uang muka adalah sejak ditandatangani kontrak sampai dengan tanggal 
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terakhir dimana pekerjaan harus sudah selesai dilaksanakan oleh 

principal yang ditetapkan dalam kontrak. 

d Jaminan Pemeliharaan (Maintenance Bond) 

Setelah pekerjaan selesai biasanya obligee menahan 5% dari 

pembayaran kontrak, jumlah mana disebut sebagai uang retensi dan 

cadangan dana untuk biaya perbaikan apabila ada jaminan dari surety 

company yang disebut jaminan pemeliharaan. Itulah sebabnya obligee 

meminta kepada kontraktor untuk menyediakan jaminan pemeliharaan 

(maintance bond) dan bila jaminan ini ada maka uang retensi 5% 

tersebut dapat dicairkan. 

Adapun besarnya jaminan yang diberikan oleh perusahaan surety 

kepada principal sesuai jenis asuransi surety bond yang telah disepakati 

adalah sebagai berikut:
19

 

a. Jaminan Penawaran (Bid Bond/tender bond), nilai jaminannya sebesar 

antara 1% sampai dengan 3% dari harga kontrak pekerjaan pemborongan 

yang telah ditenderkan. 

b. Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond), nilai jaminannya sebesar 

antara 5% sampai dengan 10% dari harga kontrak pekerjaan pemborongan 

yang dilaksanakan. 

c. Jaminan Uang Muka (Advance Payment Bond), nilai penjaminannya 

sebesar antara 15% sampai dengan 30% dari nilai kontrak pekerjaan 

pemborongan yang telah dikerjakan. 

                                                             
19

Meryana Dwi Novitasari, ‚Kekuatan Hukum Indemnity Letter Terhadap Pelaksanaan Recovery 

Dalam Perjanjian Asuransi Surety bond‛, Privat Law, Vol. 4, No. 2, (2016) 
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d. Jaminan Pemeliharaan (Maintanance bond), nilai jaminannya sebesar 5% 

dari nilai kontrak pekerjaan pemborongan yang dikerjakan. 

4. Tujuan dan Manfaat Surety bond 

 Tujuan yang ingin dicapai pemerintah dengan diperkenankannya 

perusahaan Asuransi dan Lembaga Penjaminan menerbitkan surety bond 

antara lain adalah:
20

 

1. Memperluas jaminan yang dapat digunakan oleh para kontraktor 

dengan memberikan alternatif pemilihan jaminan dalam pengerjaan 

pemborongan atau pembelian, sehingga para kontraktor mempunyai 

kesempatan memakai jaminan dengan biaya lebih murah. 

2. Menciptakan pasar jaminan yang kompetetif, sehingga tidak di 

monopoli oleh perbankan saja dan mendorong para pemberi jaminan 

memberikan pelayanan yang lebih baik. 

3. Memberikan kesempatan kepada kontraktor yang memiliki 

kemampuan teknis yang baik tetapi memiliki kekurangan modal kerja, 

sehingga perlu diberikan bantuan modal kerja dengan cara memberikan 

uang muka. 

 

                                                             
20

 Uyung Adithia, ‚Surety bond Sebagai Alternatif Jaminan Dalam Pembangunan Infrastruktur di 

Indonesia‛, (Tesis—Universitas Indonesia, 2011), 33. 
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 BAB III 

MEKANISME PENERAPAN PENGENDALIAN RISIKO PADA PRODUK 

KAFA<LAH PEMBIAYAAN SURETY BOND DI                                                   

PT. JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH KPS SURABAYA 

 

 

 

A. Gambaran Umum PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah 

 

1. Sejarah berdirinya PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah 

       Salah satu masalah besar yang dihadapi oleh Usaha Mikro, Kecil dan 

Menengah (UMKM) dalam memperoleh akses ke sistem perkreditan 

perbankan, yaitu tidak memiliki agunan. Guna mengatasi masalah 

tersebut, Pemerintah mendirikan PT (Persero) Asuransi Kredit Indoensia 

(PT. Askrindo) melalui Peraturan  Pemerintah (PP) Nomor 1/1971 tanggal 

11 Januari 1971 dengan pemegang saham Bank Indonesia dan Pemerintah 

Republik Indonesia.  

        Setelah mengalami masa perintisan selama 3 tahun, mulai tahun 

1974 PT Askrindo ditugaskan Pemerintah RI dan Bank Indonesia untuk 

memberikan penutupan pertanggungan atas kredit-kredit program (kredit 

dengan likuiditas dibiayai Pemerintah) yang diberikan oleh Bank 

Pelaksana kepada masyarakat yang ditetapkan sebagai sasaran pemberian 

kredit program tersebut, seperti petani, pedagang, guru dan profesi 

lainnya, mahasiswa dan pada umumnya Usaha Mikro, Kecil dan 

Menengah (UMKM).  

         Penugasan tersebut diatas bersifat wajib dalam arti PT Askrindo 

wajib memberikan pertanggungan, demikian pula bank diwajibkan untuk 
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meminta pertanggungan kepada PT Askrindo. Penugasan ini berlangsung 

hingga akhir tahun 1990 yaitu sampai dengan berlakunya paket kebijakan 

Pemerintah Januari 1990 yang dikenal dengan Pakjan 90. Sejak awal 

tahun 1990, PT Askrindo memasuki pasar bebas, dalam arti, PT Askrindo 

tidak diwajibkan lagi menutup pertanggungan atas kredit yang diberikan 

Bank kepada UMKM, dan sebaliknya Bank tidak diwajibkan meminta 

pertanggungan kepada PT Askrindo.  

        Pada tahun 1996 PT Askrindo menjalankan produk-produk lain yang 

terkait dengan usaha asuransi, seperti suretyship, asuransi kredit 

perdagangan dan usaha reasuransi. Disamping itu, perusahaan sejak tahun 

1999 menjalankan usaha penjaminan L/C sebagai pelaksanaan tugas dari 

Pemerintah dan Bank Indonesia untuk menghidupkan kembali 

perekonomian yang mengalami kontraksi akibat krisis moneter tahun 

1997-1998. Penjaminan L/C kemudian dihentikan sejak tahun 2005 

karena menimbulkan kerugian yang besar bagi perusahaan. Produk-produk 

lainnya tetap dijalankan perusahaan hingga saat ini. 

       Seiring berjalannya waktu, bisnis berbagai sektor ekonomi terus 

mengalami perkembangan tak terkecuali bisnis syariah yang menunjukkan 

peningkatan volume usaha yang signifikan setiap tahunnya, hal ini 

ditunjukkan dengan meningkatnya  jumlah lembaga keuangan syariah 

baik bank maupun non bank. Pada tahun 2007-2012 jumlah pembiayaan 

di perbankan syariah mengalami peningkatan yang pesat.  
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       Jumlah pembiayaan syariah terus mengalami peningkatan dari Rp. 

26,15 triliun pada tahun 2007 menjadi Rp. 130,50 triliun pada tahun 2012 

(rata-rata pertumbuhan 27% pertahun) yang dilaksanakan oleh 35 bank 

syariah. Dari potensi pembiayaan syariah tersebut potensi pasar 

penjaminan diasumsikan sebesar 20% (26 triliun), sedangkan jumlah 

pemain di bidang penjaminan baru satu perusahaan di Indonesia (dalam 

bentuk unit usaha syariah)
1
. 

       PT. Askrindo mengalami peningkatan permintaan penjaminan syariah 

dari perbankan syariah namun tidak dapat dipenuhi karena memerlukan 

bisnis khusus syariah, oleh karena itu PT. Askrindo membentuk anak 

perusahaan yang bergerak dibidang penjaminan pembiayaan syariah 

sehingga penerapan prinsip penjaminan syariah dapat berjalan sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. 

       Dasar pertimbangan lainnya yang terkait pendirian anak perusahaan 

PT. Askrindo dengan regulasi, sebagai berikut : 

a. Pihak regulator sudah menyampaikan informasi bahwa kondisi darurat 

akan dicabut pada Desember tahun 2013, sehingga diharapkan semua 

bisnis syariah pada tahun 2014 menggunakan prinsip usaha syariah 

secara utuh (full pleged). 

                                                             
1
DanaAditiasari, pendirian anak usaha askrindo syariah dalam 

https://ekbis.sindonews.com/read/721800/34/askrindo-lahirkan-anak-usaha-askrindo-syariah-

1361868822 diakses  pada tanggal 10 juli 2017 

https://ekbis.sindonews.com/read/721800/34/askrindo-lahirkan-anak-usaha-askrindo-syariah-1361868822
https://ekbis.sindonews.com/read/721800/34/askrindo-lahirkan-anak-usaha-askrindo-syariah-1361868822
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b. Biro Penjaminan BAPEPAM-LK (Sekarang OJK) membuka peluang 

bagi perusahaan penjaminan kredit/pembiayaan untuk membuka 

bidang usaha penjaminan pembiayaan konvensional maupun syariah. 

c. Pihak Dewan Syariah Nasional sangat mendukung pendirian usaha 

dimaksud. 

        PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah didirikan dengan akta 

pendiriannya No. 45, tanggal 29 November 2012 oleh Notaris Hadijah, 

SH., Mkn dan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-

777/KM.10/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang pemberian izin usaha 

perusahaan penjaminan kepada PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo 

Syariah.  

       PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah telah mendapatkan Surat 

Pernyataan Kesesuaian Syariah dari Dewan Syariah Nasional MUI, 

Nomor: B-011/DSN-MUI/I/2012. Presentase kepemilikan saham di PT. 

Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah meliputi 99,99% milik PT. 

Askrindo dan 0.01% milik Yayasan Dana Kesejahteraan Karyawan 

(YDKK) Askrindo.
2
 

      Tahun 2013 PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah membuka 6 

kantor cabang yakni di Jakarta, Surabaya, Semarang, Bandung, 

Banjarmasin dan Medan, dimana kantor-kantor cabang tersebut mulai 

beroperasi pada 1 Juli 2013. Saat ini PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo 

Syariah memiliki 3 kantor cabang dan 15 kantor pemasaran syariah. 

                                                             
2 Askrindo syariah, Company Profile PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah “sekilas tentang 

perusahaan”, 3. 
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Kantor Cabang PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah yakni Jakarta 

1, Jakarta 2, dan Bandung. 

 

 

2. VISI dan MISI PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah 

a. VISI 

Menjadi perusahaan penjamin pembiayaan berbasis syariah yang 

terkemuka sebagai pendukung pengembangan ekonomi nasional dan 

berperan dalam pasar global. 

b. MISI 

1) Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ekonomi nasional 

khususnya yang berbasis syariah. 

2) Memberikan akses kemudahan kepada seluruh pemangku 

kepentingan bisnis pembiayaan berbasis syariah. 

3) Memberikan pelayanan penjaminan yang amanah dengan 

mengutamakan prinsip kehati-hatian untuk dapat memberikan 

perlindungan finansial kepada para pihak terkait. 

4) Melakukan pengembangan layanan dan inovasi produk secara 

berkesinambungan untuk meningkatkan nilai perusahaan. 

5) Melaksanakan tata kelola perusahaan yang menjunjung tinggi nilai-

nilai profesionalisme dan integritas.
3
 

 

                                                             
3
 Askrindo Syariah, “Visi Misi” , http://www.askrindosyariah.co.id/visi-misi.html pada 17 Mei 

2017. 

http://www.askrindosyariah.co.id/visi-misi.html
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3. Struktur Organisasi di PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah KPS 

Surabaya 

        Dalam pelaksanakan aktivitas operasional sehari-hari, PT Jaminan 

Pembiayaan Askrindo Syariah KPS Surabaya di dukung karyawan-

karyawan yang kompeten di berbagai posisi, antara lain : 

Pemimpin Cabang   : Rihandy 

Bidang Operasional  : Dimas Abimanyu 

Bidang Keuangan  : Achmad Fauzi  

       Deskripsi tugas struktur PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah 

KPS Surabaya :
4
 

a Pemimpin Cabang atau kepala kantor pemasaran Syariah : Mengelola 

dan mengawasi secara langsung pada seluruh kegiatan operasional 

kantor 

b Bidang Operasional : 

1) Meregister keluar masuknya dokumen sesuai standart perusahaan. 

2) Mergister aplikasi permohonan penjaminan pembiayaan dari 

Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah. 

3) Melakukan analisa dasar pembiayaan dari Perbankan Syariah baik 

pembiayaan Produktif maupun Konsumtif. 

4) Melakukan akseptasi guna penerbitan Sertifikat Penjaminan melalui 

surat penawaran (Persetujuan prinsip). 

 

                                                             
4 Achmad Fauzi, Bagian Keuangan PT. JPAS KPS Surabaya, Wawancara, Surabaya, 9 Desember 

2016. 
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c Bidang Keuangan : 

1) Rekonsiliasi produksi bulanan,  

2) Rekapitulasi laporan pelunasan produksi (LPP) 

3) Membuat Jurnal umum transaksi keuangan 

4) Pengarsipan 

 

4. Skema Akad PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah 

       PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah merupakan lembaga 

penjaminan syariah, dimana lembaga penjaminan syariah yang bertindak 

sebagai kafil memiliki tugas menjamin pembiayaan yang dilakukan oleh 

makful anhu terhadap makful lahu apabila terjadi gagal bayar atau 

wanprestasi. Akad yang dapat digunakan dalam Penjaminan Syariah 

adalah Kafa<lah bil ujrah dengan ketentuan:
5
 

a. Obyek yang dijamin dapat seluruh atau sebagian dari: 

i. Kewajiban bayar (dayn) yang timbul dari transaksi syariah 

ii. Hal lain yang dapat dijamin berdasarkan prinsip syariah 

b. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk 

menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad). 

c. Besaran fee harus ditetapkan dalam akad berdasarkan kesepakatan. 

d. Kafa<lah bil ujrah bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara 

sepihak. 

 

        Atas penjaminan yang telah dilakukan, maka PT. Jaminan 

Pembiayaan Askrindo Syariah akan mendapatkan imbal jasa kafa<lah. 

Imbal jasa kafa<lah adalah fee atas penggunaan fasilitas penjaminan untuk 

penjaminan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Jumlah fee atau 

imbal jasa kafa<lah harus sudah jelas tertuang di dalam akad. Sebagaimana 

                                                             
5 DSN-MUI, dalam “Fatwa DSN-MUI No.74/DSN-MUI/I/2009 tentang kafalah” 
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yang dipaparkan oleh Dimas Abimanyu selaku staf operasional di PT. 

Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah sebagai berikut: 

 “Imbal jasa kafa<lah untuk semua produk kafa<lah berbeda-beda tergantung 

jenis penjaminan, limit penjaminan, jangka waktu penjaminan dan 

kolektabilitas pembiayaan. Jadi diawal pengajuan penjaminan sudah jelas 

jenis penjaminannya apa, limit penjaminan, jangka waktu penjaminan dan 

kolektibilitas pembiayaan berapa, kemudian dari pihak PT. Jaminan 

Askrindo Syariah menganalisis dan mengirimkan surat penawaran kepada 

makful lahu (pihak Bank atau lembaga keuangan syariah lainnya), apabila 

pihak makful lahu sepakat akan turun akseptasi dan terbit sertifikat 

penjaminan”
6
 

 

       Berikut ini proses penjaminan yang dilakukan oleh PT. Jaminan 

Pembiayaan Askrindo Syariah sebagai berikut : 

Gambar 3.1 

 Skema penjaminan di PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah
7
 

 

Sumber : PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah KPS Surabaya 

 

                                                             
6
 Dimas Abimanyu, Bagian Operasional PT. JPAS KPS Surabaya,Wawancara, Surabaya, 25 

November 2016. 
7 Data Olahan  mekanisme penjaminan  sumber Company profile Askrindo Syariah,5. 

LKS  

(Makful lahu) 

Nasabah 
(Makful 'anhu) 

Askrindo Syariah 
(Kafi>>>l)   
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Alur penjaminan PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah, sebagai berikut: 

1. Makful anhu (nasabah) melakukan pembiayaan kepada makful lahu 

(baik perbankan syariah maupun non bank). 

2. Makful lahu menjaminkan pembiayaan pihak makful anhu kepada kafil 

(pihak asuransi atau lembaga penjamin syariah) guna mengurangi 

risiko pada pembiayaan tersebut. 

3. Setelah melalui tahap analisa data yang menyatakan bahwa 

permohonan penjaminan disetujui maka Askrindo Syariah (kafil) akan 

mengeluarkan akseptasi dan apabila penawaran tersebut disetujui oleh 

makful lahu maka selanjutnya tahap penerbitan sertifikat. 

4. Makful lahu membayarkan IJK (imbal jasa kafa<lah) kepada pihak kafil. 

5. Apabila terjadi wanprestasi maka pihak askrindo syariah membayarkan 

sisa pembiayaan yang belum lunas. 

       Sistem penjaminan PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah 

terbagi menjadi dua yakni CAC (Conditinal Automatic Cover) dan CBC 

(Case by Case). CAC (Conditinal Automatic Cover)  merupakan sistem 

penjaminan yang secara otomatis dicover oleh pihak askrindo syariah, 

dimana setiap pemohon yang memenuhi persyaratan dalam perjanjian 

kerjasama (PKS) akan langsung diterbitkan Sertifikat/Polis. Sedangkan 

CBC (Case by Case) merupakan sistem penjaminan yang dilakukan secara 

kasus per kasus, dimana permohonan akan dilakukan penilaian terlebih 

dahulu layak atau tidaknya. 
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5. Produk-Produk PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah     

       Berikut ini produk-produk penjaminan (kafa<lah) pembiayaan di PT. 

Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah, sebagai berikut:
8
 

a. Kafa<lah Pembiayaan Muwazoff Payroll Plus 

        Adalah produk penjaminan pembiayaan syariah yang dirancang 

untuk melindungi kepentingan Bank (Makful lahu) selaku pemberi 

pembiayaan/ pinjaman untuk keperluan multi manfaat/ guna kepada 

Debitur (Makful anhu) atas risiko-risiko tidak terbayarnya kembali 

pembiayaan yang disalurkan dikarenakan : 

- Wanprestasi 

- Meninggal dunia. 

- Pemutusan hubungan kerja 

b. Kafa<lah Pembiayaan Muwazoff  Se Aktif (Non-Payroll) 
       Adalah produk penjaminan pembiayaan syariah yang dirancang 

untuk melindungi kepentingan Bank (Makful lahu) selaku pemberi 

pembiayaan/ pinjaman untuk keperluan multi manfaat/ guna kepada 

Debitur (Makful anhu) atas risiko-risiko tidak terbayarnya kembali 

pembiayaan yang disalurkan dikarenakan : 

- Wanprestasi 

- Meninggal dunia. 

c. Kafa<lah Pembiayaan Tajir Plus 

        Adalah produk penjaminan pembiayaan syariah yang dirancang 

untuk melindungi kepentingan Bank (Makful lahu) selaku pemberi 

pembiayaan/ pinjaman kepada Debitur (Makful anhu) sebagai pelaku/ 

pemilik usaha guna keperluan produktif, atas risiko-risiko tidak 

terbayarnya kembali pembiayaan yang disalurkan dikarenakan : 

- Wanprestasi 

- Gangguan Usaha, yang disebabkan karena kebakaran dan atau banjir 

atas tempat usaha peserta yang menjadi objek pembiayaan maupun 

lingkungan sekitarnya 

- Meninggal dunia. 

d.  Kafa<lah Pembiayaan Pensiun 

         Adalah produk penjaminan pembiayaan syariah yang dirancang 

untuk melindungi kepentingan Bank (Makful lahu) selaku pemberi 

pembiayaan/pinjaman kepada Debitur (Makful anhu) selaku pensiunan 

dengan usia jatuh tempo maksimal 75 tahun atas risiko-risiko tidak 

terbayarnya kembali pembiayaan yang disalurkan dikarenakan: 

- Wanprestasi 

- Meninggal dunia. 

 

                                                             
8 Askrindo Syariah, Company Profile PT.Jaminan {Pembiayaan Askrindo Syariah “Product 

Knowledge”, 6. 
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e.  Kafa<lah Pembiayaan Pemilikan Rumah 

        Adalah produk penjaminan pembiayaan syariah untuk pemilikan 

rumah/ rukan/ ruko/apartemen baik dalam kondisi baru atau secondary, 

yang dirancang untuk melindungi kepentingan Bank (Makful lahu) 

selaku pemberi pembiayaan kepada Debitur (Makful anhu) atas risiko-

risiko tidak terbayarnya kembali pembiayaan yang disalurkan 

dikarenakan: 

- Wanprestasi. 

- Meninggal dunia. 

- Kebakaran, yaitu Bangunan Makful anhu yang menjadi obyek 

pembiayaan terkena kebakaran, petir, ledakan, kejatuhan pesawat 

terbang, dan asap sebagaiman yang dimaksud dalam PSAKI (Polis                                                                                               

Standar Asuransi Kebakaran Indonesia). 

f. Kafa<lah Pembiayaan Pendidikan 

       Adalah produk penjaminan pembiayaan syariah yang dirancang 

untuk melindungi kepentingan Bank (Makful lahu) selaku pemberi 

pembiayaan/pinjaman untuk kebutuhan uang masuk sekolah,perguruan 

tinggi, lembaga pendidikan lainnya kepada Debitur (Makful anhu) atas 

risiko-risiko tidak terbayarnya kembali pembiayaan yang disalurkan 

dikarenakan: 

- Wanprestasi 

- Meninggal dunia, 

- Pemutusan Hubungan Kerja (khusus Golbertap). 

g. Kafa<lah Pembiayaan Kepemilikan Emas 

       Adalah produk penjaminan pembiayaan syariah untuk pembelian 

barang berupa emas batangan/ lantakan atau perhiasan yang dirancang 

untuk melindungi kepentingan Bank (Makful lahu) selaku pemberi 

pembiayaan/ pinjaman kepada Debitur (Makful anhu) atas risiko-risiko 

tidak terbayarnya kembali pembiayaan yang disalurkan dikarenakan 

oleh wanprestasi. 

h. Kafa<lah Pembiayaan Project 
       Adalah produk penjaminan pembiayaan syariah yang dirancang 

untuk melindungi kepentingan Bank (Makful lahu) selaku pemberi 

pembiayaan/pinjaman kepada Debitur (Makful anhu) selaku badan 

usaha untuk keperluan modal kerja/ investasi pelaksanaan proyek 

usaha (SPK) atas risiko-risiko tidak terbayarnya kembali pembiayaan 

yang disalurkan dikarenakan oleh Wanprestasi. 

i. Kafa<lah Pembiayaan Bank Garansi 

       Adalah produk penjaminan pembiayaan syariah yang dirancang 

untuk melindungi kepentingan Bank (Makful lahu) atas Ta'widh Bank 

Garansi yang diajukan oleh Obligee melalui Makful lahu, dikarenakan 

Principal wanprestasi. 

j. Kafa<lah Pembiayaan Anjak Piutang 

       Adalah produk penjaminan pembiayaan syariah yang dirancang 

untuk melindungi kepentingan Bank (Makful lahu) dan Seller yang 
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timbul atas transaksi Perdagangan Pembiayaan (barang/jasa) dari seller 
kepada Makful anhu berdasarkan kontrak tertentu. 

 

k. Kafa<lah Pembiayaan Surety bond 

       Adalah produk penjaminan pembiayaan syariah yang dirancang 

untuk memberikan jaminan atas kemampuan principal dalam 

melaksanakan kewajibannya sesuai perjanjian pokok antara Principal 
dan Obligee. Dari produk-produk kafa<lah pembiayaan PT. JPAS 

diatas, penulis memilih produk kafa<lah pembiayaan surety bond  di 

PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah KPS Surabaya untuk 

dianalisa lebih lanjut.  
 

 

 

B. Penerapan Pengendalian Risiko Produk Kafa<lah Pembiayaan Surety bond di 

PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah 

 
 

1. Mekanisme produk kafa<lah pembiayaan surety bond di PT. Jaminan 

Pembiayaan Askrindo Syariah 

 

PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah merupakan perusahaan 

yang bergerak dibidang penjaminan, sehingga menjalin kerjasama 

langsung dengan lembaga keuangan syariah baik itu bank syariah maupun 

lembaga keuangan non bank. Salah satu produk penjaminan Askrindo 

Syariah KPS Surabaya yang menjamin transaksi di bidang konstruksi 

maupun non konstruksi adalah surety bond. Pada bab II sudah dijelaskan 

mengenai surety bond pada umumnya. 

Surety bond merupakan produk penjaminan proyek kontruksi 

maupun non konstruksi yang ada di asuransi dan lembaga penjaminan 

baik syariah maupun konvensional. Mekanisme surety bond di Askrindo 

syariah secara prosedur sama halnya dengan surety bond Asuransi atau 

lembaga penjaminan lainnya, yang membedakan adalah akad yang 
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digunakan, sebagaimana yang disampaikan oleh Achmad fauzi staf divisi 

keuangan askrindo syariah KPS Surabaya sebagai berikut: 

“Untuk mekanisme surety bond di PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo 

Syariah hampir sama dengan surety bond pada umumnya, karena aturan 

yang mengatur tentang surety bond sama saja jadi operasional untuk 

surety bond di penjaminan syariah atau asuransi konvensional hampir 

sama, yang mebedakan akadnya saja”
9
 

 

       Seperti yang sudah dijelaskan diatas, akad penjaminan (kafa<lah) 

pembiayaan surety bond adalah kafa<lah bil ujrah. PT. Jaminan 

Pembiayaan Askrindo Syariah KPS Surabaya akan mendapatkan fee atau 

imbal jasa kafa<lah sebagai ganti atas penjaminan yang dilakukan kepada 

pihak terjamin. 

Langkah awal pengajuan penjaminan surety bond sebagai berikut : 

1. Principal mengajuan surat permohonan kepada PT. Askrindo syariah. 

2. PT. Askrindo Syariah melakukan analisa dari permohonan yang 

diajukan oleh principal. Jika disetujui akan dilakukan penerbitan 

jaminan surety bond. Setelah principal membayar lunas service charge, 

menyerahkan SPKMGR yang telah ditandatangani dan agunan yang 

dipersyaratkan (jika ada), PT. Askrindo Syariah akan menyerahkan 

jaminan Surety bond kepada principal. 

3. Principal akan menyerahkan jaminan surety bond yang diterima dari 

PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah (PT. JPAS) sebagai 

penjamin kepada obligee. 

                                                             
9 Achmad fauzi, Bagian Keuangan PT. JPAS KPS Surabaya,Wawancara, Surabaya, 25 Mei 2017. 
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4. Jaminan tersebut bisa digunakan oleh obligee dalam pengajuan klaim 

apabila principal wanprestasi. 

        Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Principal untuk pengajuan 

Surety bond yaitu: 

a. Syarat Umum
10

 

1) Surat permohonan 

2) Company Profile Principal 
3) Copy akta pendirian serta perubahannya (sesuai UU No. 40/ 

2007). 

4) Copy daftar pengalaman pekerjaan dan B.A.S.T (Berita Acara 

Serah Terima) minimal dua proyek. 

5) Copy SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) menengah atau 

besar. 

6) Copy TDP (Tanda Daftar Perusahaan). 

7) Copy SIUJK (Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi) untuk bidang 

jasa konstruksi atau konsultasi. 

8) Copy NPWP (Nomor Pajak Wajib Pajak) perusahaan. 

9) Copy SKDP (Surat Keterangan Domisili Perusahaan). 

10) Copy TDR (Tanda Daftar Rekanan). 

11) Copy API (bila perusahaan di bidang perdagangan atau 

distributor barang-barang impor). 

12) Copy SKT (Surat Keterangan Terdaftar) khusus untuk di industri 

minyak dan gas (SKT migas) atau surat keterampilan teknis 

untuk pengadaan barang jasa di lingkungan pemerintah 

khususnya untuk pengadaan laksana konstruksi. 

13) Copy neraca keuangan dua tahun terakhir. 

14) Copy rugi laba dua tahun terakhir. 

15) Copy tanda keanggotaan dari asosiasi profesi 

 Tanda keanggotaan Kadin dan Gapensi untuk bidang 

pemborongan. 

 Tanda keanggotaan Kadin dan Ardin untuk bidang 

pengadaan barang dan jasa lainnya. 

16) Mengisi surat kesediaan membayar ganti rugi (SPKMGR). 

17) Surat dukungan suplier (khusus untuk proyek atau pekerjaan 

pengadaan barang/ alat). 

18) Surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan pekerjaan. 

 

 

                                                             
10 Checklist dokumen pengaju surety bond/ bank garansi 
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b. Syarat Khusus
11

 

1) Untuk jaminan penawaran (Bid Bond), berupa: 

 Surat undangan atau pengumuman lelang atau rencana 

kerja dan syarat-syarat (RKS). 

2) Untuk jaminan pelaksanaan (Performance Bond), berupa: 

 Surat penunjukan sebagai pemenang atau surat perintah 

kerja (SPK) atau purchase order (PO) atau kontrak kerja. 

3) Untuk jaminan uang muka (Advance Payment Bond), berupa: 

 Kontrak kerja yang telah ditandatangani dan cap stampel 

kedua belah pihak atau purchase order. 
4) Untuk jaminan pemeliharaan (Maintenance Bond atau Waranty 

Bond), berupa: Berita acara serah terima pekerjaan atau 

progress report yang sudah di tandatangani dan di cap stampel 

kedua belah pihak. 

 

Tabel 3.1 

Jenis penjaminan surety bond di PT.Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah
12

 

 

Jenis Jaminan Nilai Jaminan Agunan 

Jaminan Penawaran 1-3% dari nilai HPS jika diperlukan 

Jaminan Pelaksanaan 5% dari nilai kontrak jika diperlukan 

Jaminan Uang Muka 20% dari nilai kontrak 
maksimal 20% dari nilai 

jaminan 

Jaminan Pemeliharaan 5% dari nilai kontrak jika diperlukan 

 

Sumber : PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah KPS Suabaya 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
11 Askrindo Syariah, “checklist analisis produk kafalah surety bond/bank garansi”  
12 Data Product knowledge PT.Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah 
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         Penetapan rate ujroh disesuaikan dengan jenis jaminan yang diajukan 

dan jangka waktu penjaminan. Sedangkan untuk agunan PT.Jaminan 

Pembiayaan Askrindo Syariah KPS Surabaya menerapkan agunan bagi semua 

jenis penjaminan surety bond. 

         Studi kasus : perusahaan A yang bergerak dibidang kontruksi 

mengajukan permohonan surety bond pelaksanaan kepada PT. JPAS KPS 

Surabaya . PT. A tersebut mengajukan surety bond jenis pelaksanaan untuk 

mengerjakan proyek pembangunan salah satu rumah sakit dari pemerintah 

dengan nilai kafa<lah 196.900.000 dengan masa penjaminan 6 bulan.  Dalam 

hal ini perusahan A bertidak sebagai makful ‘anhu atau principal, sedangkan 

pemerintah bertindak sebagai makful lahu atau pihak penerima jaminan 

(obligee). Dalam hal ini pihak PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah 

bertindak sebagai kafil (penjamin bagi perusahaan A), makful bihi adalah nilai 

kafalah yang dijaminkan. Perusahaan A melakukan pengajuan dengan 

menyerahkan dokumen-dokumen dan dilakukan analisa terhadap perusahaan 

A tersebut. Karena perusahaan A merupakan salah satu perusahaan yang 

sudah lama bermitra dengan PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah KPS 

Surabaya maka Perusahaan A tersebut tidak perlu menyerahkan agunan 

kepada PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah KPS Surabaya. Selain itu 

pertimbangan tidak menyerahkan agunan karena perusahaan A memiliki 

pengalaman yang baik di bidangnya. untuk jenis penjaminan surety bond jenis 

pelaksanaan PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah KPS Surabaya 

melakukan peninjauan langsung ke lapangan guna melihat apakah pekerjaan 
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yang diajukan benar adanya atau tidak atau untuk melihat apakah pekerjaan 

yang dilakukan berjalan lancar atau tidak. PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo 

Syariah KPS Surabaya tidak membedakan proses peninjauan lapangan, akan 

tetapi intensitas pemantauan yang membedakan antara perusahaan yang sudah 

lama dengan perusahaan yang baru. Untuk perhitungan ujroh yang harus 

dibayarkan kepada PT. JPAS KPS Surabaya sebesar 1.378.300. Perhitungan 

ujroh ini berdasarkan rate yang sudah ditentukan oleh kantor pusat. Dimana 

penjaminan yang dilakukan oleh perusahaan A berlangsung selama 6 bulan 

dengan rate 0,70% dari nilai kafa<lah, oleh karena itu ujroh yang harus dibayar 

sebesar Rp. 1.378.300. 

 

2. Risiko-risiko produk Kafa<lah Pembiayaan Surety Bond 

       Aktivitas suatu badan atau perusahaan pada dasarnya tidak dapat 

dilepaskan dari aktivitas mengelola risiko. Operasi suatu badan usaha 

atau perusahaan biasanya berhadapan dengan risiko usaha dan risiko non 

usaha. Risiko yang dihadapi oleh PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo 

Syariah KPS Surabaya : 

 

a) Risiko klaim  

        Klaim adalah tuntutan pembayaran oleh penerima jaminan kepada 

perusahan penjaminan atau perusahaan penjaminan syariah diakibatkan 

terjamin tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian 

atau tuntutan pembayaran perusahaan penjaminan atau perusahaan 

penjaminan syariah kepada perusahaan penjaminan ulang atau 
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perusahaan penjaminan ulang syariah, yang telah membayar kewajiban 

finansial terjamin kepada penerima Jaminan.
13

  

        PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah KPS Surabaya 

merupakan lembaga keuangan syariah yang bergerak dalam bidang 

penjaminan syariah. Salah satu risiko yang ada pada lembaga 

penjaminan  atau Asuransi adalah risiko klaim. Sebagaimana sesuai 

hasil wawancara dengan staf keuangan PT. Jaminan Pembiayaan 

Askrindo Syariah KPS Surabaya : 

“Risiko yang ada di Askrindo syariah ya mungkin risiko klaim karena 

kita kan konsepnya sharing risiko jadi kita membantu lembaga 

keuangan syariah baik bank maupun non bank untuk memperkecil 

risiko mereka. Kalo terjadi klaim nilai klaimnya tinggi ya pengaruh ke 

profitabilitas perusahaan”
14

 

 

         Risiko yang harus dihindari adalah klaim, terutama apabila 

nominal penjaminan besar maka nilai klaimnya juga besar sehingga 

akan berpengaruh pada laporan keuangan PT. Jaminan Pembiayaan 

Askrindo Syariah KPS Surabaya sendiri. 

 

b) Risiko operasional 

        Risiko operasional surety bond yang ada di PT. Jaminan 

Pembiayaan Askrindo Syariah KPS Surabaya adalah risiko seperti 

kesalahan input atau manipulasi data principal. Masalah yang sering 

dihadapi selain itu yakni seperti pengajuan atau pelaksanaan proyek 

backdate atau tidak sesuai dengan waktu pengajuan penjaminan. 

                                                             
13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.05/2014 Pasal 1 No. 21 
14

 Achmad fauzi, Bagian Keuangan PT.JPAS KPS Surabaya,Wawancara, Surabaya, 25 Mei 2017. 
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c) Risiko pasar 

        Produk surety bond tidak hanya dimiliki oleh lembaga keuangan 

syariah saja melainkan lembaga keuangan konvensional juga memiliki 

izin untuk mengeluarkan atau memasarkan surety bond. Oleh karena 

itu salah satu risiko produk surety bond di PT.>JPAS KPS Surabaya 

pemasaran produk. Seperti dalam bagan dibawah ini yang 

menunjukkan perkembangan produk surety bond dari tahun 2015 

hingga 2016 : 

Gambar. 3.2 

Data kafa<lah pembiayaan surety bond tahun 2015-2017
15

 

 

 

Sumber : PT.Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah KPS Surabaya 

d) Risiko Gugatan 

      Risiko gugatan yang dimaksud adalah kerugian yang ditimbulkan 

akibat adanya gugatan dari principal atau makful lahu. Menurut salah 

satu staff keuangan yang menangani surety bond ini risiko gugatan 

biasanya terjadi pada saat pencairan klaim yang bermasalah. 

                                                             
15 Data Olahan Penagjuan Penjaminan Kafa<lah Pembiayaan Surety Bond PT.Jaminan Pembiayaan 

Askrindo Syariah KPS Surabaya. 
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       Berdasarkan beberapa sumber informasi yang didapat, risiko-risiko 

diatas merupakan risiko yang saat ini  ada pada produk kafa<lah surety bond  

di PT.Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah KPS Surabaya. 

 

 

3. Pengendalian risiko produk kafa<lah pembiayaan surety bond di                

PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah KPS Surabaya 

        PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah sebagai lembaga 

penjaminan pembiayaan memiliki tugas mengurangi risiko lembaga yang 

melakukan penjaminan oleh karena itu sebagai penjamin maka perlu 

adanya pengaturan yang baik dalam hal risiko sehingga risiko yang sudah 

ditransfer kepada pihak Askrindo bisa dikendalikan dan tidak 

menimbulkan kerugian diantara kedua belah pihak (penjamin dan 

terjamin).  

        Manajemen risiko sangat diperlukan dalam lembaga penjaminan, 

karena lembaga penjaminan sangat berkaitan erat dengan risiko, dimana 

tugas dari lembaga penjaminan selain melaksanakan penjaminan juga 

melakukan sharing risiko dari lembaga keuangan syariah baik perbankan 

syariah maupun lembaga keuangan lainnya. 

        Divisi manajemen risiko dalam PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo 

Syariah ada sendiri akan tetapi hanya ada di pusat dimana yang mengatasi 

risiko langsung dari pusat sehingga untuk setiap kantor pemasaran syariah 

hanya mengikuti prosedur atau aturan dari pusat seperti prosedur 

pengajuan permohonan. Untuk memantau pelaksanaan aturan yang ada 

atau untuk memeriksa operasional kantor pemasaran syariah pihak kantor 
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pusat melakukan audit guna memastikan kerja kantor pemasaran syariah 

dapat memenuhi atau melaksanakan aturan yang telah dibuat. 

       Setiap akan melakukan pembiayaan atau penjaminan, lembaga 

keuangan baik syariah maupun konvensional melakukan analisis kepada  

calon nasabah apakah layak untuk menerima pembiayaan atau tidak. 

Sama halnya dengan PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah KPS 

Surabaya juga melakukan analisis terlebih dahulu terhadap permohonan 

penjaminan pembiayaan. Tahap analisis terhadap pemohon penjaminan 

ini merupakan salah satu dari pengendalian risiko yang dilaksanakan oleh 

PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah. Analisis yang dilakukan 

berpatokan pada 5C (Character, Capacity, Condition, Capital, Collateral).  

         PT. JPAS menetapkan limit untuk kantor pemasaran syariah 

sehingga mempermudah pengkoordinasian analisa dan pengendalian 

risiko di kantor pemasaran. Hal ini sesuai dengan pernyataan salah satu 

staf PT.JPAS KPS Surabaya sebagai berikut : 

 “Untuk limit penjaminan setiap kantor pemasaran syariah memiliki nilai 

maksimum penjaminan, apabila melebihi limit maksimum tersebut maka 

diserahkan langsung ke kantor pusat. Limit maksimum kps Surabaya 2,5 

miliyar apabila diatas itu tahap analisa dan penjaminan diserahkan kepada 

kantor pusat  di Jakarta”
16

 

 

         Untuk produk kafa<lah surety bond tahap pengendalian yang 

dilakukan oleh PT>. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah KPS Surabaya 

yakni dengan melakukan maintanence atau pemantauan terhadap proyek 

                                                             
16 Dimas Abimanyu. Bagian Operasional PT.JPAS KPS Surabaya, Wawancara. Surabaya. 25 Mei 

2017. 
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yang dikerjakan. Hal ini sesuai dengan pemaparan dari Achmad Fauzi 

sebagai berikut: 

“Pengendalian yang dilakukan yakni melakukan maintanence 

(pemantauan). Jadi kami memantau proyek surety bond tersebut akan 

tetapi tidak semua proyek kami pantau mengingat jumlah personil yang 

masih minim. Pemantauan yang kami lakukan tidak setiap saat hanya 

sekali dua kali saja”.
17

 

 

        Surety bond sendiri terdiri dari beberapa jenis seperti surety bond 

penawaran, pemantauan yang dilakukan untuk surety bond ini adalah 

pemantauan perusahaan yang akan melakukan penjaminan. Pemantauan 

untuk jenis surety bond penawaran ini masih dengan memeriksa laporan 

keuangan perusahaan atau principal dan obligee selain itu memeriksa 

track record dari principal. Sedangkan untuk surety bond pelaksanaan 

pemantauan dilakukan dengan terjun ke lapangan apakah proyek yang 

dikerjakan principal berjalan dengan lancar dan sudah sampai tahap apa 

pengerjaan proyek tersebut.  

         PT. JPAS KPS Surabaya hanya melakukan pemantauan atau turun 

langsung ke lapangan sekali atau dua kali saja mengingat jumlah personil 

yang masih belum memadai dan terbatasnya waktu. Pemantauan surety 

bond uang muka hampir sama dengan pemantauan pada surety bond 

penawaran, dimana pemantauan tidak langsung terjun ke lapangan 

melainkan melihat dari data principal melalui laporan keuangan, melihat 

prospek usaha dari principal, dan track record principal. Untuk 

                                                             
17 Achmad Fauzi, Bagian Keuangan PT.JPAS KPS Surabaya, Wawancara. Surabaya. 9 Juni 2017. 
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pemantauan surety bond pemeliharaan dilakukan dengan terjun langsung 

ke lapangan melihat proyek yang sedang dikerjakan oleh principal. 

         Pemantauan ini dinilai sangat penting guna pemutusan kebijakan 

apabila pihak principal akan melakukan penjaminan kembali maka bisa 

diperhitungkan. Maintanance yang dilakukan oleh PT. JPAS KPS 

Surabaya dengan terjun langsung ke lapangan. Untuk surety bond yang 

berhubungan dengan konstruksi seperti pembangunan gedung 

maintanance dilakukan dengan memantau hasil kerja dari principal 

apakah sesuai dengan proposal atau dokumen pengajuan surety 

(pelaksanaan dan pemeliharaan). Selain melakukan pemantauan secara 

langsung ke lapangan tahap pemantauan juga dilakukan dengan melihat 

laporan keuangan perusahaan. Hal tersebut juga berlaku untuk surety non 

kontruksi (seperti pengadaan barang/jasa).  

         Pemantauan untuk surety non kontruksi dilakukan dengan memantau 

kejelasan keberadaan dan legalitas perusahaan yang mengadakan 

barang/jasa. Pemantauan juga  dilakukan dengan melihat laporan keuangan 

pihak principal sehingga terlihat kemampuan principal membayar. Untuk 

waktu penjaminan Surety bond biasanya lebih singkat mulai dari sebulan 

sampai paling lama sekitar 6 bulan. Hal tersebut tergantung pada jenis 

surety bond dan jumlah nilai kafa<lah (penjaminan) yang diminta oleh pihak 

principal. 

“Rata-rata waktu penjaminan untuk kafa<lah pembiayaan surety bond di PT. 

Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah KPS Surabaya memang singkat 

sekitar sebulan sampai 6 bulan tergantung jenis surety bond yang diminta 
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sehingga rata-rata  penjaminan selesai tanpa masalah karena waktu yang 

singkat tersebut”.
18

 

                                                             
18 Achmad Fauzi.Bagian Keuangan PT. JPAS KPS Surabaya, Wawancara. Surabaya. 9 Juni 2017. 
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BAB IV 

ANALISIS PENERAPAN PENGENDALIAN RISIKO PRODUK KAFA<LAH 

PEMBIAYAAN SURETY BOND DI PT. JAMINAN PEMBIAYAAN 

ASKRINDO SYARIAH KPS SURABAYA 

 

 

 

A. Analisis Risiko –risiko pada produk kafa<lah pembiayaan Surety bond 

PT.Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah KPS Surabaya 

 

        Seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya, surety bond merupakan 

penjaminan yang dapat bersifat kontruksi ataupun non kontruksi (pengadaan 

barang), dimana untuk melaksanakan proyek tersebut memerlukan modal 

yang besar. Bagi perusahaan yang baru terjun atau perusahaan yang masih 

memiliki modal sedikit memerlukan lembaga yang dapat membantu dalam 

permasalahan ini. Oleh karena itu, perlu adanya lembaga penjaminan yang 

menjamin principal agar bisa melaksanakan proyek tersebut.  

        Dalam Islam produk penjaminan menggunakan akad kafa<lah. Menurut 

madzhab Hanafi, rukun kafa<lah ada dua, yaitu ijab dan qabul. Berdasarkan 

Fatwa DSN MUI No.11/DSN-MUI/IX/2000 mengenai rukun dan syarat 

kafa<lah sebagai berikut:
1
 

a Pihak Penjamin (Kafiil)  
1) Baligh (dewasa) dan berakal sehat.  

2) Berhak penuh untuk melakukan tindakan hukum dalam urusan 

hartanya dan rela (ridha) dengan tanggungan kafalah tersebut.  

b Pihak Orang yang berutang (Ashiil, Makfuul ‘anhu )  

1) Sanggup menyerahkan tanggungannya (piutang) kepada penjamin.  

2) Dikenal oleh penjamin.  

c Pihak Orang yang Berpiutang (Makfuul Lahu)  

1) Diketahui identitasnya.  

2) Dapat hadir pada waktu akad atau memberikan kuasa.  

3) Berakal sehat.  

                                                             
1 Dewan Syariah Nasional, Fatwa DSN-MUI No.11/DSN-MUI/IX/2000 tentang Kafalah 
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d Obyek Penjaminan (Makful Bihi)  
1) Merupakan tanggungan pihak/orang yang berutang, baik berupa uang, 

benda, maupun pekerjaan.  

2) Bisa dilaksanakan oleh penjamin.  

3) Harus merupakan piutang mengikat (lazim), yang tidak mungkin hapus 

kecuali setelah dibayar atau dibebaskan.  

4) Harus jelas nilai, jumlah dan spesifikasinya.  

5) Tidak bertentangan dengan syari’ah (diharamkan).  

 

         Sama halnya dengan mekanisme penjaminan di PT. Jaminan 

Pembiayaan Askrindo Syariah yang menggunakan akad kafa<lah. Dimana 

PT.Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah sebagai kafi<l, Obligee sebagai 

makfu<l lahu dan principal sebagai makfu<l ‘anhu. PT. Jaminan Pembiayaan 

Askrindo Syariah melakukan penjaminan bagi usaha kecil, menengah, dan 

mikro, Selain itu PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah KPS Surabaya 

juga melakukan penjaminan untuk proyek baik konstruksi maupun non 

konstruksi (pengadaan barang/jasa) melalui produk kafa<lah pembiayaan bank 

garansi dan produk kafa<lah pembiayaan surety bond. 

        Seperti studi kasus yang ada pada bab III yang menunjukkan dimana ada 

3 pihak yang terlibat dalam suatu pekerjaan pengadaan barang atau jasa. 

Perusahaan A yang bergerak di bidang konstruksi bertindak sebagai principal 

atau pelaksana proyek (makful ‘anhu). Sedangkan pemerintah yang memiliki 

proyek sebagai obligee (makful lahu). Karena sebelum melaksanakan proyek 

maka principal memerlukan penjaminan agar dapat melaksanakan pekerjaan. 

Jika Bank Garansi yang mengeluarkan penjaminan adalah pihak bank, maka 

untuk surety bond yang mengeluarkan adalah asuransi  atau lembaga 
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penjaminan. PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah KPS Surabaya 

bertindak sebagai kafi<l (penjamin atau surety company). 

        Surety bond merupakan alternatif penjaminan proyek selain bank 

garansi. Dalam menjalankan usaha atau bisnis suatu perusahaan tidak bisa 

lepas dari kemungkinan terjadinya kerugian (risiko). Begitu pula dengan 

bisnis penjaminan yang fokus pada sharing risk atau penanggungan risiko 

dari lembaga keuangan syariah atau perusahaan lainnya. Menurut pandangan 

islam risiko adalah kehilangan miliknya (modal/barangnya) atau 

kemungkinan buruk yang mungkin terjadi.
2
 

          Risiko yang ada pada produk kafa<lah pembiayaan surety bond dari sisi 

PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah KPS Surabaya adalah risiko 

klaim dari pihak principal. Berikut ini penjelasan terjadinya risiko klaim 

pada jenis surety bond di PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah KPS 

Surabaya : 

1) Jaminan Penawaran 

        Risiko pada surety bond jenis penawaran ini muncul setelah 

ditentukannya pemenang tender, risiko tersebut adalah bila pemenang 

tender mengundurkan diri, atau bila pemenang tender ridak dapat 

menyerahkan jaminan pelaksanaan setelah keluarnya SPK (Surat 

Perjanjian Kontrak). Ganti rugi yang harus dibayarkan sebesar selisih 

                                                             
2 Oni Shroni dan Adiwarman Karim, Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam : Sintesis Fikih dan 

Ekonomi (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2016), 212. 
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jumlah harga penawaran pemenang pertama dengan jumlah penawaran 

pemenang kedua dengan maksimum sebesar nilai jaminan. 

2) Jaminan Pelaksanaan 

        Risiko klaim dalam jaminan pelaksanaan ini terjadi apabila principal 

tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kontrak (wanprestasi), 

atau principal tidak memperpanjang jaminan pelaksanaan apabila jangka 

waktu pelaksanaan pekerjaan telah diperpanjang sesuai dengan 

kesepakatan antara principal dan obligee. Besarnya ganti rugi yang harus 

dibayarkan sebesar selisih antara nilai kontrak principal dengan obligee 

dibandingkan dengan nilai kontrak principal pengganti dengan obligee 

dengan maksimum sebesar nilai jaminan. 

3) Jaminan Uang Muka 

        Risiko klaim terjadi apabila principal gagal melaksanakan 

pekerjaannya sehingga principal tidak dapat mengembalikan uang muka, 

maka PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah selaku surety company 

akan mengembalikan uang muka kepada obligee sebesar sisa uang muka 

yang belum dikembalikan (jumlah uang muka yang diterima principal, 

dikurangi dengan cicilan/tahapan pembayaran prestasi) maksimum 

sebesar nilai jaminan.  

4) Jaminan Pemeliharaan 

         Risiko klaim terjadi apabila principal gagal memperbaiki kerusakan 

atau kekurangan maka PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah selaku 
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surety company akan mengganti biaya yang dikeluarkan untuk 

memperbaiki kerusakan maksimum sebesar nilai jaminan. 

        Berdasarkan hasil wawancara ditemukan bahwa risiko yang mungkin 

terjadi pada produk kafa<lah pembiayaan surety bond di PT. Jaminan 

Pembiayaan Askrindo Syariah KPS Surabaya meliputi risiko klaim, risiko 

operasional, risiko gugatan, risiko pasar. Dari beberapa risiko yang ada, 

fokus utama atau risiko yang menjadi perhatian PT. Jaminan Pembiayaan 

Askrindo Syariah KPS Surabaya adalah risiko klaim.  

      Risiko operasional biasanya terjadi pada tahap administrasi dan 

pelaksanaan, contoh dari risiko operasional surety bond di PT. JPAS KPS 

Surabaya yakni dokumen yang kurang lengkap misalnya seperti 

perusahaan baru tidak memiliki laporan keuangan, tidak memiliki 

kelengkapan seperti laporan BI checking, legalitas perusahaan dan lain 

sebagainya. Pada tahap pelaksanaan risiko operasional yang mungkin 

terjadi yakni waktu pengerjaan proyek mundur tidak sesuai dengan waktu 

yang diajukan dalam penjaminan.  

       Risiko pasar terjadi karena banyaknya perusahaan yang memilikim 

produk surety bond bukan hanya perusahaan penjaminan saja perusahaan 

asuransi juga menerbitkan surety bond sehingga perlu adanya promosi dan 

pengenalan kepada masyarakat mengenai PT.JPAS itu sendiri. Risiko 

yang lainnya yakni risiko gugatan, dimana risiko gugatan akan muncul 

apabila salah satu pihak tidak memenuhi perjanjian penjaminan yang 
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telah tertulis. Biasanya gugatan muncul pada saat adanya klaim dan salah 

satu pihak merasa dirugikan. 

        Dalam manajemen risiko sekecil apapun risiko harus diperhitungkan, 

mengingat sekecil apapun risiko akan berbahaya bagi perusahaan apabila 

tidak mendapatkan penanganan yang benar. Misalnya dalam operasional 

terjadi kelengahan pemeriksaan dokumen principal maka akibatnya akan 

menimbulkan bahaya dikemudian hari sehingga besar kemungkinan 

terjadi klaim. Selain itu, apabila terjadi klaim kemudian terjadi masalah 

pada pencairan klaim maka besar kemungkinan akan terjadi risiko 

gugatan bagi surety company. 

 

 

B. Analisis Pengendalian risiko produk kafa<lah pembiayaan surety bond di PT. 

Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah KPS Surabaya 

 

       PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah merupakan lembaga 

keuangan yang konsen pada penanggungan risiko berbeda dengan Asuransi, 

PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah bergerak dibidang penjaminan 

pembiayaan. Risiko yang dihadapi oleh asuransi biasanya risiko murni 

sedangkan risiko yang dihadapi oleh PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo 

Syariah selaku lembaga penjaminan adalah risiko spekulatif.  

        Pengendalian risiko yang dilakukan oleh Askrindo Syariah yakni 

menggunakan metode menghindari atau mencegah caranya yakni dengan 

melakukan analisis sebelum menerima penjaminan dari principal kemudian 

melakukan pengecekan atau memantau.  
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        Besar kecilnya klaim dalam lembaga penjaminan akan sangat 

memengaruhi ke dalam pengelolaan dana yang ada. Pencadangan dana yang 

terlalu besar untuk menutupi klaim dapat menyebabkan penurunan profit dan 

memengaruhi tingkat kesehatan perusahaan, sedangkan pencadangan dana 

yang terlalu kecil ditakutkan tidak dapat menutupi klaim yang terjadi. Oleh 

sebab itu, sangat diperlukan adanya pengukuran cadangan klaim yang tepat 

dalam memprediksi klaim dimasa datang. 

         Dilihat dari data surety bond yang ada di PT. Jaminan Pembiayaan 

Askrindo Syariah KPS Surabaya semua permohonan kafa<lah surety bond 

mulai tahun 2015 hingga tahun 2016 belum ada yang mengajukan klaim atau 

semua permohonan kafa<lah surety bond selesai tepat waktu tanpa adanya 

pengajuan klaim.
3
 Hal ini menunjukkan bahwa pihak PT. Jaminan 

Pembiayaan Askrindo Syariah (PT.JPAS) melakukan tahap antisipasi atau 

pencegahan terhadap permohonan surety bond yang masuk sehingga tidak 

menyebabkan terjadi risiko yang dikhawatirkan oleh PT. JPAS KPS 

Surabaya. 

        Berdasarkan sasaran manajemen risiko, diklasifikasikan sasaran 

manajemen risiko yang dilakukan oleh PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo 

Syariah sebagai berikut : 

a. Preloss objectives (Sasaran sebelum terjadi kerugian) 

1) Penetapan limit pembiayaan KPS 

                                                             
3 Achmad Fauzi, Bagian Keuangan PT. JPAS KPS Surabaya,Wawancara. Surabaya, 25 Mei 2017. 
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PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah KPS Surabaya selaku 

kantor pemasaran syariah memiliki tugas melaksanakan operasional 

perusahaan. Setiap perusahaan memiliki bagian yang menangani risiko 

perusahaan tersebut, hal ini juga berlaku bagi PT. Jaminan Pembiayaan 

Askrindo Syariah akan tetapi bagian manajemen risiko hanya terdapat 

pada kantor pusat sehingga kantor pusat menjadi acuan kantor 

pemasaran syariah untuk mengatasi risiko yang mungkin terjadi. 

Sebelum terjadinya kerugian maka pengendalian yang dilakukan yakni 

pencegahan guna menghindari risiko supaya tidak terjadi dikemudian 

hari. PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Pusat menerapkan 

penetapan limit untuk kantor pemasaran syariah yang tersebar di setiap 

daerah. Penetapan limit ini dimaksudkan guna untuk mencegah 

terjadinya penyelewengan dan mencegah terjadinya klaim dengan 

jumlah yang besar. 

Seperti yang sudah dijelaskan pada bab III dimana PT. Jaminan 

Pembiayaan Askrindo Syariah memiliki limit penjaminan sebesar 2,5 

miliyar dimana limit tersebut berlaku untuk semua produk kafa<lah 

pembiayaan baik penjaminan untuk pembiayaan mikro, menengah 

ataupun surety bond.  

2) Analisis Pada Pemohon Penjaminan 

        Selain penetapan limit direksi PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo 

Syariah membuat prosedur atau aturan dalam menangani pengajuan 

penjaminan salah satu yakni dengan melakukan analisis terhadap 
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permohonan penjaminan. Tolak ukur analisis yang dilakukan oleh PT. 

JPAS KPS Surabaya sama dengan analisis pengajuan pembiayaan 

yakni menggunakan 5 C (Character, Capacity, Condition, Capital, 

Collateral). 

a)  Character 

        Character meliputi penilaian tingkat kejujuran dan kualitas dari 

principal yang berpengaruh terhadap kemampuan untuk 

menyelesaikan pekerjaan.  Penilaian karakter principal biasanya 

dilihat dari track record principal. Apabila principal sudah memiliki 

pengalaman yang cukup, reputasi perusahaan yang baik maka akan 

mempermudah penilaian pihak surety. Namun apabila principal masih 

tergolong baru dan belum memiliki banyak pengalaman dalam 

menjalankan proyek, maka pihak surety perlu melakukan analisis 

yang lebih dalam terhadap pihak principal. Dalam rangka melakukan 

penilaian karakter pihak surety melakukan pertimbangan kepada 

principal sebagai berikut : 

- Kapan principal berdiri? Apabila sudah lama bagaimana track 

record dan image principal tersebut. Apabila principal termasuk 

principal yang baru maka dilihat dari rencana kedepan. 

- Bagaimana principal melakukan interaksi dengan para supplier dan 

rekanan? Apakah secara administrasi baik dan pembayaran 

keuangan lancar? 
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- Bagaimana reputasi tenaga ahlinya, pejabat principal? Apakah 

selama ini ada komplain baik internal maupun eksternal? 

        Untuk analisis character PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo 

Syariah KPS Surabaya melakukan analisis dan fokus kepada Kapan 

principal berdiri? Apabila sudah lama bagaimana track record dan 

image principal tersebut. Apabila principal termasuk principal yang 

baru maka dilihat dari rencana kedepan. Point ini dianggap sudah 

mewakili dari point-point yang lain. Track record dan image 

principal sudah ikut menggambarkan bagaimana reputasi principal 

baik secara internal maupun eksternal. Selain itu ditekankan juga 

kepemilikan saham, hubungan kekerabatan principal, serta 

penyertaan BAST (Berita Acara Serah Terima). 

b) Condition 

       Analisis kondisi dilakukan guna melihat kondisi yang mungkin 

terjadi dan berpengaruh terhadap keberlangsungan pengerjaan proyek 

oleh principal. Faktor-faktor yang perlu dianalisis bisa bersifat makro 

dan mikro, antara lain inflasi yang berakibat pada kenaikan barang-

barang, tingkat integritas pengambilan keputusan di pemerintah, 

kemampuan pemerintah mengatur secara makro dan sejenisnya. Di 

samping itu, pengaruh pasar terhadap jenis pekerjaan yang dikerjakan 

oleh principal, tingkat persaingan, keadaan buruh dan organisasi.  
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c) Capacity  

        Penilaian kapasitas diperlukan untuk menilai kemampuan principal 

dalam melaksanakan pekerjaan yang diajukan penjamin kepada surety 

company. Penilaian ditekankan pada hal-hal seperti sumber daya 

manusia, perlengkapan peralatan, manajemen dan informasi lainnya 

seperti laporan keuangan principal yang dapat memberi gambaran teknis 

kemampuan principal dalam menyelesaikan pekerjaan dari obligee. 

         Penilaian kemampuan principal dalam analisis surety di Askrindo 

Syariah ditekankan pada kemampuan finansial atau dilihat dari laporan 

keuangan principal. Penilaian kemampuan principal dilihat dari rasio 

profitabilitas yakni ROA, ROE. Kedua rasio tersebut dinilai dapat 

menetukan principal tersebut feasible atau tidaknya. 

d) Capital 

         Analisis capital lebih ditekankan pada analisis laporan keuangan 

principal yang mengajukan penjaminan kepada surety company untuk 

mengetahui posisi keuangan principal apakah cukup mendukung 

keberhasilan penyelesaian pekerjaan atau proyek. Menurut Dr. Amron 

dalam bukunya mengenai pemasaran surety bonds, pihak surety company 

dapat melakukan analisis laporan keuangan selain kepada principal namun 

bisa juga melakukan anlisis tersebut kepada obligee sebagai pemberi 

pekerjaan (apabila memungkinkan).
4
 Surety dapat melakukan analisis 

kepada keduanya apabila dibutuhkan, khususnya untuk meyakinkan 

                                                             
4
 Amron.”Manajemen Pemasaran Surety Bonds”(Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013), . 
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surety atas proyek-proyek non pemerintah (swasta). Pihak obligee swasta 

(nonpemerintah) perlu dilakukan analisis karena belum ada standarisasi 

peraturan yang mangaturnya seperti proyek pamerintah. 

Dalam analisa yang dilakukan oleh PT>.JPAS penilaian capital dilihat dari 

DER (Debt to Equity Ratio), NWC (Net Working Capital), dan dukungan 

Bank. 
5
 

DER diperoleh dari                   ⁄  

NWC diperoleh dari                             

e) Collateral 

        Pada prinsipnya, surety bond merupakan penjaminan tanpa agunan, 

akan tetapi untuk mencegah terjadi hazard maka biasanya pihak asuransi 

atau penjaminan memberlakukan agunan sebagai syarat diterbitkannya 

surety bond. Apabila dilihat dari segi hubungan baik dan kesempatan 

bisnis, suatu agunan dapat dijadikan keyakinan bagi surety. Selain itu, 

agunan dapat dijadikan sebagai penilaian kesungguhan principal dalam 

mengajukan permohonan penjaminan kepada pihak surety company.  

Analisa yang dilakukan dalam penilaian collateral dilihat dari jenis 

agunan, nilai agunan, dan nilai taksasi dari agunan tersebut. 

          Di luar agunan tersebut, principal juga diwajibkan untuk 

menandatangani form persetujuan mengganti kerugian (Indemnity 

                                                             
5
 Form Analisis Penjaminan Bank Garansi/Surety bond PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo 

Syariah KPS Surabaya. 
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Agreement ). Persetujuan Mengganti Kerugian adalah dasar bagi surety agar 

nilai yang sudah dibayarkan kepada obligee dikembalikan oleh principal.  

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penandatanganan form Persetujuan 

Mengganti Kerugian adalah sebagai berikut : 

Indemnity Agreement ditandangani oleh principal sebelum penerbitan 

penjaminan. 

Indemnity Agreement umumnya ditandatangani oleh direktur utama dan 

komisaris sebagai pemberi persetujuan atau pihak yang berwenang, 

sedangkan untuk pihak principal biasanya sesuai dengan akta perusahaan. 

Surety juga dapat meminta ditambahkan tanda tangan dari pihak indemnitor 

yang telah disetujui bersama pihak ketiga yang terjamin kredibilitasnya. 

Pengesahan Indemnity Agreement dilakukan oleh pejabat yang berwenang 

(umumnya dilakukan oleh notaris). 

3) Maintanance 

        Maksud dari maintanance disini adalah melakukan 

pengawasan/pemantauan atau tinjauan lapangan. Tinjauan langsung ke 

lapangan biasanya dilakukan pada surety bond jenis pelaksanaan dan 

pemeliharaan. Biasanya pemantauan dilakukan dengan terjun langsung ke 

lapangan guna melihat perkembangan proyek sudah sejauh mana dan 

apakah proyek tersebut benar-benar nyata atau hanya spekulasi.  

Sedangkan untuk surety bond penawaran dan uang muka pemantauan 
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dilakukan dengan melihat dokumen principal dan obligee (bila diperlukan) 

seperti legalitas usaha, track record dan laporan keuangan, apakah principal 

tersebut masih bisa untuk diberikan penjaminan atau tidak. Untuk tahap 

maintanance merupakan tahap pengendalian terjadinya risiko klaim.  

b. Postloss Objectives (Sasaran setelah terjadi kerugian) 

        Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa kafa<lah pembiayaan 

yang ada di PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah hampir semua 

selesai tepat waktu tanpa adanya klaim. Hal ini menunjukkan bahwa tahap 

pencegahan risiko yang dilakukan oleh Askrindo Syariah KPS Surabaya 

bisa dikatakan berhasil karena risiko yang dikhawatirkan oleh PT. JPAS 

KPS Surabaya yakni risiko klaim tidak terjadi. 

Akan tetapi apabila risiko klaim terjadi maka penanganangan risiko yang 

dilakukan oleh PT. Jaminan pembiayaan Askrindo Syariah KPS Surabaya 

adalah dengan pencairan. Sebelum terjadinya pencairan klaim ada beberapa 

tahap yang harus dilalui  

        Dalam sertifikat kafa<lah yang diterbitkan oleh PT. Jaminan 

Pembiayaan Askrindo Syariah pada saat awal melakukan penjaminan 

didalamnya terdapat point ta’widh (ganti rugi). Point ta’widh mencakup 

mengenai ganti rugi yang disepakati oleh kedua belah pihak (antara kafi<l 

dengan makful ‘anhu). Ta’widh dalam perjanjian surety bond pada 

umumnya dikenal dengan Indemnity Agreement . 
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BAB V 

PENUTUP 

 

 

 

A. Kesimpulan 

         Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab yang telah 

diuraikan penulis sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Risiko yang dikhawatirkan terjadi pada produk kafa<lah pembiayaan 

Surety bond oleh PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah KPS 

Surabaya (disingkat PT. JPAS KPS Surabaya) adalah risiko klaim. Besar 

kecilnya klaim dalam lembaga penjaminan akan sangat memengaruhi ke 

dalam pengelolaan dana yang ada. Pencadangan dana yang terlalu besar 

untuk menutupi klaim dapat menyebabkan penurunan profit dan 

memengaruhi tingkat kesehatan perusahaan, sedangkan pencadangan dana 

yang terlalu kecil ditakutkan tidak dapat menutupi klaim yang terjadi. 

Risiko yang ada pada produk kafa<lah pembiayaan surety bond bukan 

hanya risiko klaim, akan tetapi ada risiko operasional, risiko pasar, risiko 

gugatan dan risiko lainnya yang mungkin terjadi. PT. JPAS KPS 

Surabaya fokus pada risiko klaim karena kerugian yang mungkin 

ditanggung dari risiko klaim ini besar.  

2. Pengendalian risiko kafa<lah pembiayaan surety bond di PT. JPAS KPS 

Surabaya dilakukan guna untuk pencegahan yakni penetapan limit 

penjaminan kantor pemasaran syariah, tahap analisa, dan maintenance. 
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Penetapan limit yang dimaksud adalah menetapkan batas  limit maksimal 

penjaminan, batas limit penjaminan untuk KPS Surabaya sebesar 2,5 

miliyar. Untuk penjaminan diatas nominal tersebut akan ditangani 

langsung oleh kantor pusat. Selain penetapan limit penjaminan salah satu 

kebijakan yang ditetapkan guna pencegahan risiko yang ada yakni tahap 

analisis pada pengajuan penjaminan. Analisis pengajuan penjaminan 

menggunakan prinsip 5 C (Character, Condition, Capacity, Capital, 

Collateral). Kebijakan lainnya yang diterapkan guna mencegah terjadinya 

risiko pada kafa<lah pembiayaan surety bond adalah maintenance 

(pemantauan). Maintenance dilakukan dengan dua cara yakni pemantauan 

perusahaan berdasarkan laporan keuangan perusahaan tersebut dan 

pemantauan langsung ke lapangan. Pemantauan lapangan ini dilakukan 

dengan melihat proyek yang dijaminkan, apakah proyek tersebut benar-

benar ada dan apakah pelaksanaan proyek tersebut berjalan sesuai dengan 

pengajuan yang dilakukan. Maintenance tidak dilakukan setiap saat, 

hanya dilaksanakan beberapa waktu apabila diperlukan saja. Pengendalian 

yang dilakukan oleh PT. JPAS KPS Surabaya dalam menghindari 

terjadinya risiko pada produk kafa<lah pembiayaan surety bond bisa 

dikatakan baik karena selama melakukan penjaminan dari tahun 2015 

hingga saat ini belum mengalami klaim, dimana risiko klaim tersebut 

merupakan risiko yang dikhawatirkan terjadi oleh PT.JPAS KPS 

Surabaya. 
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B. Saran 

        Berdasarkan  pembahasan dan kesimpulan yang didapat, maka penulis 

dapat memberikan beberapa saran di antaranya : 

1. Bagi PT. JPAS KPS Surabaya perlu melakukan analisis terhadap risiko 

yang ada pada produk surety bond. Selaku perusahaan Penjaminan syariah 

maka berpatokan pada manajemen risiko dalam perspektif Islam. Tata 

cara menganalisis risiko hingga penanganan merujuk pada aturan 

manajemen risiko perspektif Islam. 

2. Dalam proses penanganan risiko bertumpu pada aturan syariah yang 

berlaku dimana dalam menangani risiko tidak akan merugikan atau 

memberatkan satu pihak saja. 

        Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata 

sempurna. Dalam penelitian ini penulis tidak membahas tentang 

keuntungan maupun kerugian produk surety bond dari Asuransi dan 

Lembaga Penjamin konvensional maupun syariah, penelitian ini juga 

tidak membahas mengenai pandangan islam mengenai surety bond serta 

sharia compliance kafa<lah pembiayaan surety bond. Hal ini dikarenakan 

batasan masalah yang telah ditetapkan penulis sebelumnya. Oleh karena 

itu, penulis berharap penelitian selanjutnya dapat menyempurnakan hasil 

penelitian ini yang tentunya merujuk pada hasil penelitian yang sudah ada 

dengan harapan agar hasil penelitian selanjutnya dapat lebih baik.  
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